




 

 

ii 

 

DAFTAR ISI 

 

 

KATA PENGANTAR i 

DAFTAR ISI ii 

DAFTAR TABEL iv 

DAFTAR GAMBAR iv 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1 

1.1 LATAR BELAKANG 1 

1.2. LANDASAAN HUKUM 3 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 4 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 5 

 

BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 
LALU 

 

7 

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT 

DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT 

DAERAH 

7 

2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH 20 

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 

INSPEKTORAT DAERAH 

25 

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 27 

 

BAB III 

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

34 

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 34 

3.1.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 34 

3.1.2. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI 36 

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH 40 

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 44 

 

BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

45 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

46 

3.1. KAIDAH PELAKSANAAN 46 



 

 

iii 

 

LAMPIRAN 1  

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 
2019 

 

 

LAMPIRAN 2  

RENCANA KINERJA TAHUNAN (ANNUAL PERFORMANCE PLAN) 
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 

 



 

 

iv 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Realisasi Kinerja Fiskal Renja Inspektorat Daerah Tahun 2017 8 

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2017 8 

Tabel 2.3 Realisasi PKPT Kota Bontang Tahun 2017 10 

Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian 

Renstra PD s/d Tahun 2017 Kota Bontang 

10 

Tabel 2.5 Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 

2017 

20 

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bontang 23 

Tabel 2.7 Hasil Quality Assurance  Penilaian Kapabilitas APIP Kota Bontang 26 

Tabel 2.8 Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Terkait Fungsi 

dan Tugas Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2019 

28 

Tabel 2.9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2019 29 

Tabel 3.1 Target Indikator Kinerja Bidang Aparatur Negara Tahun 2019 34 

Tabel 3.2 Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Menjadi 

Mandat Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah Kota 

Bontang 

36 

Tabel 3.3 Telaahan Kebijakan Nasional, Kebijakan Provinsi, Review RKPD 

Kota Bontang dan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019 

37 

Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Tahun 2018 40 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 2.1 Tema Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021 25 

Gambar 3.2 Peta Strategis (Strategy Map) Inspektorat Daerah Tahun 2018 43 

Gambar 3.3 Rincian Program Prioritas Inspektorat Daerah Tahun 2019 44  

   

 

 



 
 

 

1 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 
 

Inspektorat Daerah Kota Bontang adalah aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang 

bertanggung jawab kepada Walikota Bontang. Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang 
Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah bertugas untuk membantu Walikota membina dan 

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan melalui kegiatan pengawasan intern pemerintahan Daerah. 

 

Pengawasan intern pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah bertujuan untuk 

memberikan nilai tambah kepada Perangkat Daerah atas efektifitas  manajemen risiko, sistem 

pengendalian intern, dan  proses  tata kelola yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan pengawasan intern 

adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 

lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur 

yang ditetapkan secara efektif dan efesien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan 

tata kepemerintahan yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya 

menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan 

pengawasan intern untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan efektif 

dan efesien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Agar peran  pengawasan intern dimaksud dapat berjalan efektif  dan akuntabel, maka 

Inspektorat Daerah sebagai organisasi publik pemerintah diharapkan lebih terbuka dan  

transparan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rencana Strategis (Strategic 

plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Kerja (Work Plan)  serta laporan 

pertanggungjawaban kinerja (Performance Accountability Report).  

 

Fokus Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021 

menekankan pada peningkatan mutu tata kelola 

organisasi internal dan kualitas hasil pelaksanaan sistem 

pengawasan intern  yang mampu meningkatkan 

akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan 

penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di 

Kota Bontang. Hal ini menjadi visi Inspektorat Daerah 

tahun 2016-2021 yakni “APIP yang Berintegritas 

Sebagai Katalisator Mewujudkan Kepemerintahan 

Kota Bontang yang Cerdas Ke Arah yang Lebih 

Baik  (Smart Governance for Better Government)”. 

Adapun misi tahun 2016-2021 adalah “Menjamin 

Kualitas Pencapaian Tujuan dan Sasaran 

Pembangunan Daerah Kota Bontang  yang Taat, 

Akuntabel dan Efektif  (The Quality Achievements of 

Three Sustainable Urban Development Programs; 

Smart City, Green City and Creative City)”. 

Fokus Renstra Inspektorat 
Daerah Tahun 2016-2021 

menekankan pada 
peningkatan kualitas tata 

kelola organisasi Inspektorat 
dan kualitas hasil pelaksanaan 

sistem audit intern  yang 
mampu meningkatkan 

akuntabilitas kinerja dan 
akuntabilitas keuangan 

penyelenggaraan 
desentralisasi dan otonomi 

daerah di Kota Bontang. 
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Oleh karena itu, ruang lingkup dan sasaran dalam  sistem manajemen pengawasan intern 

Kota Bontang tahun 2016-2021 tidak lagi dititikberatkan pada ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan (compliance) atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, tetapi 

juga difokuskan pada peningkatan manfaat (outcome) atas pelaksanaan tugas dan fungsi 

perangkat daerah tersebut yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Bontang 

tahun 2016-2021. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, hasil  pelaksanaan kegiatan 

pengawasan intern diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerugian keuangan daerah dan 

pemborosan keuangan daerah. 

 

Rencana Kerja (Renja)  Inspektorat Daerah tahun 

2019  merupakan salah satu unsur dari siklus tata 

kelola perencanaan pembangunan daerah.  Renja 

Inspektorat Daerah  adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang 

menguraikan lebih terinci visi, misi, sasaran 

strategis, program dan kegiatan yang ditetapkan 

dalam Rencana Strategis (Renstra). Renja 

Inspektorat Daerah tahun 2019 memiliki peran 

strategis dalam penyusunan anggaran berbasis 

kinerja (performance based budgeting) dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

 

1. Renja Inspektorat Daerah Perubahan menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang akan dituangkan menjadi Rencana Kerja 

dan Anggaran Perubahan (RKA-P) dan menentukan besarnya indikator kinerja fiskal 

dalam tata kelola keuangan daerah. 

 

2. Renja Inspektorat Daerah Perubahan merupakan penjabaran tindakan operasional (action 

plan) dari Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT-P) sebagai bagian dari 

implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) daerah. 

 

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah tahun 2019 mengikuti tata cara sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,   Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan alur 

penyusunan sebagai berikut: 

 

1. Renja Inspektorat Daerah Perubahan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 

Renja tahun berjalan dan mengacu kebijakan rencana pembangunan daerah oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pengawasan intern. 

2. Program dan kegiatan dalam Renja Inspektorat Daerah Perubahan harus sesuai dengan 

program prioritas sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2016-2021. 

3. Program dan kegiatan dalan Renja Inspektorat Daerah Perubahan dilengkapi dengan 

indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan indikator 

kinerja masukan (outcome). 

 

Renja Inspektorat Daerah  adalah 
dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun menguraikan lebih terinci 

dari Renstra dan  memiliki peran 
strategis dalam penyusunan 

anggaran berbasis kinerja 
(performance based budgeting) 



 
 

 

3 

Selain salah satu Perangkat Daerah Kota Bontang, Inspektorat Daerah juga  termasuk 

organisasi profesi APIP yang tergabung dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia 

(AAIPI).  Renja Inspektorat Daerah Perubahan menjadi salah satu acuan penyusunan rencana 

kegiatan audit/pengawasan intern tahunan yang akan ditetapkan menjadi Program Kerja 

Pengawasan Tahunan (PKPT) Kota Bontang .  

 

Hal ini sesuai amanat dari Keputusan Dewan 

Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor Intern 

Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: 

005/AIIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode 

Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar 

Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Telahaan 

Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia pada 

Angka 3010.03 yang menyatakan bahwa Pimpinan 

APIP wajib menyusun rencana kegiatan audit 

intern tahunan dengan mengacu pada rencana 

strategis berisi rencana kegiatan audit intern dalam 

tahun yang bersangkutan serta sumber daya yang 

diperlukan. Penentuan prioritas kegiatan audit 

intern tersebut didasarkan pada evaluasi/penilaian 

risiko yang dilakukan oleh APIP dan dengan 

mempertimbangkan prinsip kewajiban 

menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. 

 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 
 

Dasar hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2019 sebagai 

berikut: 

1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang 

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000; 

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

3. Undang – Undang  Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

4. Undang – Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,  

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguanan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah (SPIP); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025; 

10. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2030; 

11. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Sesuai Keputusan Dewan Pengurus 
Nasional (DPN) Asosiasi Auditor 

Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) 
Nomor: 005/AIIPI/DPN/2014 

tentang Pemberlakuan Kode Etik 
Auditor Intern Pemerintah 

Indonesia, Standar Audit Intern 
Pemerintah Indonesia dan Telahaan 

Sejawat Auditor Intern Pemerintah 
Indonesia pada Angka 3010.03, 

Renja Inspektorat Daerah menjadi 
penentuan prioritas rencana audit 

intern tahunan 
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Susunan Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2016-2021; 

13. Peraturan Walikota Bontang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah; 

14. Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2019; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014  tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,  Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; 

19. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019; 

20. Keputusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah 

Indonesia (AAIPI) Nomor: 005/AIIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik 

Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan 

Telahaan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia. 

 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Rencana Kerja Inspektorat Kota Bontang Tahun 2019 dimaksudkan untuk menetapkan 

dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang 

menjadi tolak ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya selama tahun 2019. Tujuan  penyusunan dokumen ini adalah: 

 

1. Acuan Inspektorat Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2019 

sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah 

Kota Bontang. 

2. Merumuskan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kota Bontang selama tahun 

2019. 

3. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah dalam menentukan arah 

kebijakan dan strategi pembangunan.  

4. Menyediakan satu pedoman jangka menengah untuk menentukan arah kebijakan 

pengawasan, dengan berdasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksi masa yang akan 

datang. 

5. Menyediakan satu materi kemudahan bagi seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah 

untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan strategi lima tahun yang dijabarkan 

kedalam  kebijakan tahunan. 
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6. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan 

antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan  Pemerintah Pusat dalam 

hubungan dalam pelaksanaan tugas – tugas pengawasan. 

7. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat 

Daerah Kota Bontang . 

8. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan 

Eksternal. 

 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 
 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Inspektorat 

Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta 

sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami 

dengan baik. 

 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT 
DAERAH TAHUN LALU 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

Inspektorat Daerah tahun lalu pada tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 

berjalan, yakni tahun 2018. 

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan 

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji, disesuaikan 

dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 

 

2.3.  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 
Berisikan uraian mengenai  tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang 

terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi 

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD. 

 

2.4. Review terhadap  Rancangan Awal RKPD 

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD 

dengan analisis kebutuhan dan penjelasan serta catatan penting terjadinya 

perbedaan tersebut. 

 

BAB III  TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 

3.1.  Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu 

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. 
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3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA PD 
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target 

kinerja Renstra PD. 

 

3.3.  Program dan Kegiatan 
Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan 

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program 

dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai 

dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, dan pagu 

indikatif. 

 

BAB IV  PENUTUP  

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam 

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai 

dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. 
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BAB II 
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH 

TAHUN LALU 
 
 
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT 

DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT 
DAERAH 

 

Inspektorat Daerah telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2017 untuk melaksanakan 4 

(empat) perspektif sasaran strategis yang didukung  Renja tahun 2017 terdiri dari 2 kelompok 

program kerja dengan perincian sebagai berikut: 

 

1. Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT)  memuat 

program dan kegiatan utama (core business) pembinaan 

dan pengawasan intern penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kota Bontang  untuk melaksanakan sasaran 

strategis berperspektif pengguna layanan (stakeholders). 

RKPT tahun 2017  terdiri dari 1  program prioritas 

pembangunan daerah yakni Program Peningkatan Sistem 

Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH  

terdiri dari 2  kegiatan sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara 

Berkala; 

b. Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan 

Perundang-Undangan 

 

Adapun arah kebijakan pengawasan intern penyelenggaraan pemerintah daerah yang 

yang  menjadi acuan penetapan RKPT tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

a. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan. 

b. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance clean goverment 

dan pelayanan publik. 

c. Penunjang pengawasan. 

 

RKPT tersebut merupakan rencana aksi (action plan) pelaksanaan Keputusan Walikota 

Bontang Nomor 422 Tahun 2016 tentang Perubahan Program Kerja Pengawasan 

Tahunan (PKPT) Kota Bontang Tahun 2017. 

 

2. Rencana Kerja Penunjang Pengawasan Tahunan (RKPPT) memuat program dan kegiatan 

operasional perkantoran secara rutin serta kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan 

kompetensi SDM.  RKPPT menjadi rencana aksi (action plan) sasaran strategis 

berperspektif proses internal (internal business process) pertumbuhan dan pembelajaran 

(learning and growth) serta keuangan (financial)  terdiri dari 5 (lima) program kerja 

yakni: 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 7    kegiatan yakni: 

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; 

2) Penyediaan Alat Tulis Kantor; 

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

4) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

Renja Inspektorat 
Daerah Tahun 2017 

terdiri 2 (dua) kelompok 
program kerja yakni 

Rencana Kerja 
Pengawasan Tahunan 

(RKPT) dan Rencana 
Kerja Penunjang 

Pengawasan Tahunan 
(RKPPT) 
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5) Penyediaan Makanan dan Minuman; 

6) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; 

7) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari  kegiatan yakni: 

1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; 

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan yakni Peningkatan 

Kinerja Aparatur. 

d. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah terdiri dari 1  kegiatan 

yakni Pelaksanaan Pameran Pembangunan.  

e. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 

terdiri dari 1 kegiatan yakni Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan 

Aparatur Pengawasan. 

 

Hasil evaluasi menunjukkan target kinerja fiskal Renja pada Belanja Langsung tahun 2017 

yang ditetapkan sebesar Rp3.644.880.254,00 terealisasi sebesar Rp2.905.807.265,00 atau 

tercapai 79,72% disajikan pada tabel berikut: 

  

Tabel 2.1 

Realisasi Kinerja Fiskal Renja Inspektorat Daerah Tahun 2017 

 

NO. ALOKASI BELANJA LANGSUNG TARGET (Rp) REALISASI (Rp) % 

1. Rencana Kerja Pengawasan Tahunan 

(RKPT) 

782.375.000,00 568.142.184,00 72,62 

2. Rencana Kerja Penunjang Pengawasan 

Tahunan (RKPPT) 

2.862.505.254,00 2.337.665.081,00 81,67 

 T O T A L 3.644.880.254,00 2.905.807.265,00 79,72 

 

Adapun hasil pelaksanaan program  Renja tahun 2017 menggunakan nilai rata-rata 

keberhasilan kegiatan atas efektifitas, efesiensi dan ekonomis (3E)  diperoleh  nilai 96,70% 

dengan perincian sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 

Realisasi Kinerja Program Renja Inspektorat Daerah Tahun 2017 

 

NO. PROGRAM 
CAPAIAN 

(%) 

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan 

KDH  

93,88 

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97,44 

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,04 

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100,63 

5. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 89,44 

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 98,79 

 NILAI RATA-RATA KEBERHASILAN  96,70 
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Berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja yang telah 

ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah,  Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

diperoleh capaian kinerja fiskal Renja tahun 2017 sebesar 

79,72% berpredikat “Tinggi” dan capaian kinerja 

efektifitas, efesiensi dan ekonomis (3E)  kegiatan sebesar 

96,70% berpredikat “Sangat Tinggi”.   

 

Walaupun telah mempreoleh predikat “Sangat Tinggi”, hasil evaluasi menunjukkan beberapa 

kendala dalam pencapaian target keberhasilan 3E sebagai berikut: 

1. Pembayaran rekening telepon dan perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional pada 

pelaksanaan  Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran belum seluruhnya tepat 

waktu dan mengalami denda keterlambatan sebesar 21%. 

2. Hasil evaluasi pameran pembangunan Inspektroat Daerah pada pelaksanaan Program 

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah menunjukkan pemahaman masyarakat 

Kota Bontang atas pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Daerah rendah hanya mencapai 

51%. 

3. Jumlah APIP yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan dan standar kompetensi pegawai 

pada pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 

Pengawasan mencapai 97,67%. Hal ini dikarenakan perubahan jadwal diklat oleh 

instansi pembina APIP.  

4. Realisasi produk audit intern sesuai PKPT Kota Bontang Tahun 2017 pada pelaksanaan  

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH 

mencapai 98,20% dikarenakan adanya penambahan kegiatan monitoring dan evaluasi 

pekerjaan fisik akhir tahun 2017 yang mengakibatkan pemeriksaan urusan pemerintahan 

daerah  atas 4 Perangkat Daerah tidak terlaksana. 

 

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja 3E Renja tahun 

berikutnya adalah sebagai beirkut: 

1. Mengevaluasi dan memperbaharui Rencana Tindak Pengendalian (RTP) kegiatan yang 

telah disusun. 

2. Meningkatkan publikasi pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh 

Inspektorat Daerah. 

3. Meningkatkan efektifitas evaluasi pelaksanaan analisa kebutuhan diklat (AKD) dan 

standar kompetensi pegawai. 

4. Menyusun PKPT berbasis risiko. 

 

Hasil analisa menunjukkan capaian Renja tahun 2018 tidak berbeda jauh dengan target yang 

ditetapkan. Rincian realisasi PKPT Kota Bontang tahun 2017  disajikan pada tabel 2.3.  

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun 2017 terhadap pencapaian 

Renstra Inspektorat Daerah s.d. tahun 2017 dan perkiraan capaian pelaksanaan Renja tahun 

2018 disajikan pada tabel 2.4  adalah sebagai berikut:  

 

 

Capaian kinerja fiskal Renja 
Inspektorat Daerah  tahun 
2017 berpredikat “Tinggi” 

dan capaian kinerja 
efektifitas, efesiensi dan 
ekonomis (3E)  kegiatan 

Renja Inspektorat Daerah 
tahun 2017 berpredikat 

“Sangat Tinggi” 
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Tabel 2.3 

Realisasi PKPT Kota Bontang Tahun 2017 

 

NO. 

JENIS 

PENGAWASAN 

INTERN 

AKTIVITAS PENGAWASAN 

INTERN 

TARGET 

OP 

REALISASI 

OP 
SELISIH 

1. Pengawasan Kinerja 

Rutin  

a. Pemeriksaan Reguler PD 16 12 4 

 b. Reviu RKPD dan RKPD-P 2 2 0 

  c. Reviu Renja PD  10 10 0 

  d. Reviu LKIP 1 1 0 

  e. Reviu LKPD 1 1 0 

  f. Reviu KUA PPAS dan KUA 

PPAS-P 

2 2 0 

  g. Reviu RKA dan RKA-P 15 15 0 

  h. Reviu Penyerapan Anggaran 

dan PBJ 

4 4 0 

  i. Pendampingan Pemeriksaan 

BPK RI 

2 2 0 

  j. Evaluasi SAKIP PD 47 47 0 

  k. Monitoring Pencatatan Kas, 

Persediaan dan Aset PD 

47 47 0 

  l. Monitoring Pencatatan Kas, 

Persediaan dan Aset Sekolah  

45 45 0 

  m. Monitoring Pencatatan Kas, 

Persediaan dan Aset UPTD 

Kesehatan 

11 11 0 

  n. Monitoring dan Evaluasi TLHP 

BPK 

2 2 0 

  o. Monitoring dan Evaluasi TLHP 

APIP 

1 1 0 

  p. Monitoring Penyelesaian 

Management Letter 
Pemeriksaan Ad Interim LKPD 

Kota Bontang Tahun 2017 

- 3 (3) 

2. Pengawalan 

Reformasi Birokrasi 

a. Penilaian Mandiri Reformasi 

Birokrasi (PMPRB) 

1 1 0 

 b. Pemeriksaan khusus 

penanganan pengaduan 

masyarakat 

5 7 (2) 

  c. Monitoring dan Evaluasi 

pelaksanaan Renaksi PPK 

4 4 0 

  d. Penilaian  internal  zona 

integritas 

6 6 0 

3. Peningkatan 

Kapabilitas APIP 

Penilaian mandiri (self assesment) 

kapabilitas APIP 

1 1 0 

  J u m l a h 223 224 (1) 
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Tabel 2.4 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017 Kota Bontang 

 

PD  :  Inspektorat Daerah 

 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator 

Kinerja Program 

(Outcomes)/ 

Kegiatan (Output) 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

PD) 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s.d. 

tahun 2016 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2017) 
Target 

program dan 

kegiatan 

(Renja PD 

tahun 2018) 

Realisasi Capaian Target 

Renstra PD sampai Triwulan 

II Tahun Berjalan 

Target Renja 

PD Tahun 

2017 

Realisasi 

Renja PD 

Tahun 2017 

Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s.d. 

Tahun 

Berjalan 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 

 Urusan Wajib          

1.20.05 Otonomi Daerah, 

Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, 

Kepegawaian dan 

Persandian 

         

1.20.05.01 PROGRAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

Tingkat  pelayanan 

administrasi perkantoran 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase penyelesaian 

urusan ketatausahaan dan 

kepegawaian sesuai standar 

dan tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase penyelesaian 

urusan pengelolaan 

keuangan kantor dan aset 

sesuai kaidah dan tepat 

waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase penyelesaian 

pelayanan dukungan 

operasional kerja dan 

rumah tangga kantor sesuai 

standar 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator 

Kinerja Program 

(Outcomes)/ 

Kegiatan (Output) 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

PD) 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s.d. 

tahun 2016 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2017) 
Target 

program dan 

kegiatan 

(Renja PD 

tahun 2018) 

Realisasi Capaian Target 

Renstra PD sampai Triwulan 

II Tahun Berjalan 

Target Renja 

PD Tahun 

2017 

Realisasi 

Renja PD 

Tahun 2017 

Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s.d. 

Tahun 

Berjalan 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 

  Jumlah unit kerja internal 

Inspektorat Daerah dilayani 

20 Bagian 

5 Tahun 

4 Bagian        

1 tahun 

4 Bagian        

1 tahun 

4 Bagian        

1 tahun 

100% 4 Bagian        

1 tahun 

12 Bagian        

3 tahun 

60% 

1.20.05.01.01 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

Jumlah unit kerja internal 

yang mendapatkan pelayanan 

kegiatan surat menyurat 

20 bagian 

dan         

10 subbag 

5 tahun 

4 bagian dan    

2 subbag        

1 tahun 

4 bagian dan    

2 subbag        

1 tahun 

4 bagian dan    

2 subbag        

1 tahun 

100% 4 bagian dan    

2 subbag        

1 tahun 

12 bagian dan    

6 subbag        

3 tahun 

60% 

1.20.05.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah tagihan telepon yang 

dibayarkan  

15 rek.      

5 Tahun 

3 rekening     

1 tahun 

3 rekening     

1 tahun 

2 rekening     

1 tahun 

67% 0 5 rekening      

2 tahun 

35% 

1.20.05.01.06 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan Perizinan 
Kendaraan Dinas/Operasional 

Jumlah kendaraan dinas yang 

mendapatkan perizinan dan 
pelunasan pajak kendaraan 

100 unit           

5 tahun 

20 unit              

1 tahun 

20 unit                 

1 tahun 

20 unit              

1 tahun 

100% 21 unit              

1 tahun 

61 unit            

3 tahun 

60% 

1.20.05.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bagian Inspektorat 
daerah yang dilayani 

kebutuhan ATK  

20 Bagian 
5 tahun 

4 Bagian         
1 tahun 

4 Bagian         
1 tahun 

4 Bagian         
1 tahun 

100% 4 Bagian         
1 tahun 

12 Bagian         
3 tahun 

60% 

1.20.05.01.11 Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

Jumlah Bagian Inspektorat 

daerah yang dilayani 

kebutuhan barang cetakan dan 

penggandaan 

20 Bagian 

5 tahun 

4 Bagian         

1 tahun 

4 Bagian         

1 tahun 

4 Bagian         

1 tahun 

100% 4 Bagian         

1 tahun 

12 Bagian         

3 tahun 

60% 

1.20.05.01.12 Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/ Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah ruang kerja Bagian 

yang memenuhi  standar 
penerangan dan elektirkal 

20 Bagian 

5 tahun 

4 Bagian         

1 tahun 

4 Bagian         

1 tahun 

0 0% 0 0 25% 

1.20.05.01.13 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Bagian yang dilayani 
kebutuhan peralatan kantor 

sesuai standar  

20 Bagian 
5 tahun 

0 0 0 0% 4 Bagian         
1 tahun 

4 Bagian         
1 tahun 

25% 

1.20.05.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga 

Jumlah kebutuhan peralatan 

dapur dan rumah tangga 

kantor yang dipenuhi 

20 Bagian 

5 tahun 

4 Bagian         

1 tahun 

0 0 0% 0 0 20% 
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator 

Kinerja Program 

(Outcomes)/ 

Kegiatan (Output) 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

PD) 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s.d. 

tahun 2016 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2017) 
Target 

program dan 

kegiatan 

(Renja PD 

tahun 2018) 

Realisasi Capaian Target 

Renstra PD sampai Triwulan 

II Tahun Berjalan 

Target Renja 

PD Tahun 

2017 

Realisasi 

Renja PD 

Tahun 2017 

Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s.d. 

Tahun 

Berjalan 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 

1.20.05.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

undangan 

Jumlah Bagian yang dilayani 

kebutuhan infprmasi media 

massa 

20 Bagian 

5 tahun 

4 Bagian         

1 tahun 

0 0 0% 0 0 20% 

1.20.05.01.16 Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 

Jumlah kebutuhan alat dan 

bahan kebersihan kantor yang 

disediakan 

5 Tahun 1 Tahun 0 0 0% 0 0 20% 

1.20.05.01.17 Penyediaan Makanan dan 

Minuman 

Jumlah konsumsi tamu, rapat 

dan kegiatan yang dipenuhi 

5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60% 

1.20.05.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Ke Luar Daerah 

Jumlah konsultasi dan 

koordinasi dengan instansi 
pemerintah luar daerah yang 

dilaksanakan 

15 IP 

Prov. 
Kaltim, 30 

IP Pusat 

3 IP Prov. 

Kaltim, 6 IP 
Pusat 

3 IP Prov. 

Kaltim, 6 IP 
Pusat 

3 IP Prov. 

Kaltim, 6 IP 
Pusat 

100% 3 IP Prov. 

Kaltim, 6 IP 
Pusat 

9 IP Prov. 

Kaltim, 18 IP 
Pusat 

60% 

1.20.05.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga 

Administrasi/Teknis 

Perkantoran 

Jumlah kebutuhan tenaga non 

PNS yang dipenuhi 

10 orang  

5 tahun 

2 orang           

1 tahun 

2 orang          

1 tahun 

2 orang          

1 tahun 

100% 2 orang            

1 tahun 

6 orang            

3 tahun 

60% 

1.20.05.02 PROGRAM 

PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA 

APARATUR 

Rasio sarana dan prasarana 

yang tersedia dengan 

kebutuhan pegawai sesuai 

standar kualitas pelayanan  

100%        

1.20.05.02.05 Pengadaan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Jumlah pengadaan kendaraan 
dinas roda 4 yang 

dilaksanakan 

- 0 1 unit 1 unit 100% 0 0 0 

1.20.05.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 

Jumlah gedung kantor yang 

dipelihara 

5 gedung 

5 tahun 

1 gedung        

1 tahun  

0 0 0% 0 0 20% 

1.20.05.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional 

Jumlah kendaraan dinas  yang 

mendapatkan pemeliharaan 

rutin sesuai standar 

100 unit    

5 tahun 

20 unit            

1 tahun 

20 unit           

1 tahun 

20 unit            

1 tahun 

100% 21 unit            

1 tahun 

61 unit            

3 tahun 

60% 
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator 

Kinerja Program 

(Outcomes)/ 

Kegiatan (Output) 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

PD) 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s.d. 

tahun 2016 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2017) 
Target 

program dan 

kegiatan 

(Renja PD 

tahun 2018) 

Realisasi Capaian Target 

Renstra PD sampai Triwulan 

II Tahun Berjalan 

Target Renja 

PD Tahun 

2017 

Realisasi 

Renja PD 

Tahun 2017 

Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s.d. 

Tahun 

Berjalan 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 

1.20.05.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor 

Jumlah peralatan Bidang yang 

mendapatkan pemeliharaan 

sesuai standar 

20 Bagian 

5 tahun 

1 Bagian         

1 tahun 

0 0 0% 0 0 20% 

1.20.05.03 PROGRAM 

PENINGKATAN 

DISIPLIN APARATUR 

Jumlah pegawai 

Inspektorat yang memiliki 

tingkat disiplin dan kinerja 

individu kategori “Sangat 

Baik”  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.20.05.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus 

Hari-Hari Tertentu 

Jumlah pengadaan pakaian 

khusus hari-har tertentu yang 

dilaksanakan  

0 43 orang 0 0 0 0 0 0 

1.20.05.03.08 Peningkatan Kinerja Aparatur Jumlah PNS Inspektorat yang 

mendapatkan tunjangan 

kinerja 

217 PNS 

5 tahun 

43 PNS           

1 Tahun 

42 PNS           

1 Tahun 

42 PNS           

1 Tahun 

100% 41 PNS          

1 tahun 

136 PNS          

3 tahun 

61,33% 

1.20.05.05 PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER 

DAYA APARATUR 

Jumlah pegawai 

Inspektorat  yang 

mendapatkan diklat/ 

pengembagan dengan rata-

rata jumlah jamlat > 5% 

dari  hari kerja setahun 

100% 100% 0 0% 0% 0% 0% 20% 

1.20.05.05.01 Pendidikan dan Pelatihan 

Formal 

Jumlah pegawai Inspektorat 

Daerah yang mengikuti diklat 
teknis sesuai kompetensi dan 

jabatan 

215 orang 43 orang 0 0 0% 0 0 20% 

1.20.05.05.02 Sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan 

Jumlah pegawai Inspektorat 

Daerah yang mengikuti 

kegiatan sosialisasi  

 

215 orang 0 0 0 0% 0 0 0 
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator 

Kinerja Program 

(Outcomes)/ 

Kegiatan (Output) 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

PD) 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s.d. 

tahun 2016 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2017) 
Target 

program dan 

kegiatan 

(Renja PD 

tahun 2018) 

Realisasi Capaian Target 

Renstra PD sampai Triwulan 

II Tahun Berjalan 

Target Renja 

PD Tahun 

2017 

Realisasi 

Renja PD 

Tahun 2017 

Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s.d. 

Tahun 

Berjalan 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 

1.20.05.05.03 Workshop Implementasi 

Peraturan Perundang-

Undangan 

Jumlah perangkat daerah 

yang mengikuti workshop 

peraturan perundang-

undangan 

0% 45 SKPD 0 0 0% 0 0 0 

1.20.05.06 PROGRAM 

PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN 

KEUANGAN 

Tingkat pemenuhan 

penyampaian laporan 

kinerja dan keuangan 

SKPD (sesuai aturan dan 

tepat waktu) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.20.05.06.02 Penyusunan Laporan 

Keuangan Semesteran dan 
Prognosis Realisasi Anggaran 

Jumlah laporan keuangan 

semesteran dan prognosis 
yang disusun secara tepat 

waktu  

5 lap.        

5 tahun 

1 lap 1 tahun 1 lap 1 tahun 1 lap 1 tahun 100% 1 lap 1 tahun 3 lap 3 tahun 60% 

1.20.05.06.04 Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

Jumlah laporan keuangan 

akhir tahun yang disusun 

secara tepat waktu 

5 lap.        

5 tahun 

1 lap 1 tahun 1 lap 1 tahun 1 lap 1 tahun 100% 1 lap 1 tahun 3 lap 3 tahun 60% 

1.20.05.06.06 Penyusunan Renja PD Jumlah Renja PD yang 

disusun secara tepat waktu  

5 lap.        

5 tahun 

1 lap 1 tahun 1 lap 1 tahun 1 lap 1 tahun 100% 1 lap 1 tahun 3 lap 3 tahun 60% 

1.20.05.06.11 Penyusunan Laporan 

Akuntabilitas 

Jumlah LKIP yang disusun 

secara tepat waktu 

5 lap.        

5 tahun 

1 lap 1 tahun 1 lap 1 tahun 1 lap 1 tahun 100% 1 lap 1 tahun 3 lap 3 tahun 60% 

1.20.05.10 PROGRAM 

PENYEBARLUASAN 

INFORMASI 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

 

Predikat penerapan sistem 

informasi pelayanan publik 

Inspektorat Daerah 

0 0 Baik Baik 100% 0 0 0% 
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator 

Kinerja Program 

(Outcomes)/ 

Kegiatan (Output) 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

PD) 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s.d. 

tahun 2016 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2017) 
Target 

program dan 

kegiatan 

(Renja PD 

tahun 2018) 

Realisasi Capaian Target 

Renstra PD sampai Triwulan 

II Tahun Berjalan 

Target Renja 

PD Tahun 

2017 

Realisasi 

Renja PD 

Tahun 2017 

Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s.d. 

Tahun 

Berjalan 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 

1.20.05.10,01 Pelaksanaan Pameran 

Pembangunan 

Jumlah keikutsertaan 

Inspektorat Daerah dalam 

pelaksanaan pameran 

pembangunan Kota Bontang 

0 0 1 event 1 event 100% 0 0 0% 

1.20.05.20. PROGRAM 

PENINGKATAN SISTEM 

PENGAWASAN 

INTERNAL DAN 

PENGENDALAIAN 

PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN KDH 

Presentase penyelesaian 

cakupan pengawasan 

daerah berbasis risiko 

95% 83,57% 85% 98,20% 115,53% 87,50% 87,50% 92,1% 

Rasio  temuan BPK yang 

telah selesai ditindaklanjuti 

90% 75,62% 80% 86,27% 107,84% 82,50% 86,27% 95,85% 

 Persentase penyelesaian 

tindak lanjut rekomendasi 

hasil pengawasan  APIP 

100% 71% 70% 39,90% 57% 100% 100% 100% 

  Nilai temuan 

ketidakpatuhan hasil 

pemeriksaan LKPD Kota 

Bontang terhadap realisasi 

belanja APBD 

0,3% 0,22% 0,3% 0,04% 120% 0,3% 0,3% 100% 

  Cakupan SKPD yang 

memiliki akuntabilitas 

kinerja minimal B 

100% 18% 36% 46,81% 120% 54% 54% 54% 

  Capaian keberhasilan 

sasaran RAD PPK Kota 

Bontang dengan predikat  

“Memuaskan” 

100% 96,87% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Jumlah SKPD yang telah 

berpredikat  ZI menuju 

WBK/WBBM 

2 PD - 1 PD 0 0% 1 PD 1 PD 50% 
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator 

Kinerja Program 

(Outcomes)/ 

Kegiatan (Output) 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

PD) 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s.d. 

tahun 2016 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2017) 
Target 

program dan 

kegiatan 

(Renja PD 

tahun 2018) 

Realisasi Capaian Target 

Renstra PD sampai Triwulan 

II Tahun Berjalan 

Target Renja 

PD Tahun 

2017 

Realisasi 

Renja PD 

Tahun 2017 

Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s.d. 

Tahun 

Berjalan 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 

  Indeks RB Kota Bontang 80 67,6 70 71,67 102,39% 72,5 72,5 90,63% 

  Tingkat Kapabilitas APIP 

Kota Bontang 

Level 3 Level 2 Level 2 Level 3 (QA 

BPKP) 

100% Level 3 Level 3 100% 

1.20.05.20.1 Pelaksanaan Pengawasan 
Internal Secara Berkala 

Jumlah penyelesaian 
pengawasan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah 

Perangkat Daerah 

736 OP 69 OP 223 219 98,20% 250 OP 538 OP 71,73% 

1.20.05.20.3 Pengendalian Manajemen 

Pelaksanaan Kebijakan KDH 

Jumlah penyelesaian kegiatan 

pengawasan intern dengan 

tujuan tertentu  

10 OP  2 OP 0 0 0% 0 2 OP 20% 

1.20.05.20.9 Optimalisasi dan Evaluasi 

LP2P bagi PNS 

Jumlah LHM LP2P Kota 

Bontang yang disusun 

5 LHM     

5 tahun 

1 LHM           

1 tahun 

0 0 0% 0% 1 LHM           

1 tahun 

20% 

1.20.05.20.12 Implementasi Sistem 

Akuntansi Pemerintahan 

Jumlah LHR LKPD Kota 

Bontang yang diterbitkan  

5 LHR      

5 tahun 

1 LHR            

1 tahun 

1 LHR            

1 tahun 

1 LHR            

1 tahun 

100% 1 LHR            

1 tahun 

3 LHR            

3 tahun 

60% 

1.20.05.20.15 Optimalisasi Peningkatan 

Kepatuhan Pada Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah laporan TPTGR 

semesteran yang diterbitkan  

10 lap.      

5 tahun 

2 lap. 1 tahun 2 lap. 1 tahun 2 lap. 1 tahun 100% 2 lap. 1 tahun 6 lap. 3 tahun 60% 

  Jumlah laporan kegiatan 
Satgas Saber Pungli yang 

diterbitkan 

48 lap.      
4 tahun 

0 12 lap.           
1 tahun 

12 lap.           
1 tahun 

100% 12 lap 1 tahun 36 lap 3 tahun 60% 

1.20.05.20.11 Peningkatan Pengawasan dan 

Penilaian Akuntabilitas 

Kinerja 

Jumlah LHE SAKIP PD yang 

diterbitkan  

163 LHE 47 LHE 47 LHE 47 LHE 100% 29 LHE 123 LHE 75,46% 

1.20.05.20.6 Tindak lanjut Hasil Temuan 

Pengawasan 

Jumlah laporan pemuktahiran 

data TLHP APIP semesteran 

yang diselesaikan 

10 laporan     

5 tahun 

2 laporan       

1 tahun 

2 laporan       

1 tahun 

2 laporan       

1 tahun 

100% 2 laporan       

1 tahun 

6 laporan       

3 tahun 

60% 
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator 

Kinerja Program 

(Outcomes)/ 

Kegiatan (Output) 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

PD) 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s.d. 

tahun 2016 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2017) 
Target 

program dan 

kegiatan 

(Renja PD 

tahun 2018) 

Realisasi Capaian Target 

Renstra PD sampai Triwulan 

II Tahun Berjalan 

Target Renja 

PD Tahun 

2017 

Realisasi 

Renja PD 

Tahun 2017 

Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s.d. 

Tahun 

Berjalan 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 

1.20.05.20.22 Rekonsiliasi Temuan Hasil 

Pemeriksaan 

Jumlah laporan TLRHP BPK 

RI semesteran yang 

diterbitkan 

10 laporan 

5 tahun 

2 laporan        

1 tahun 

2 laporan        

1 tahun 

2 laporan        

1 tahun 

100% 2 laporan       

1 tahun 

6 laporan       

3 tahun 

60% 

1.20.05.20.23 Monitoring Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi Kota Bontang 

Jumlah LHM PMRB Kota 

Bontang semesteran yang 

diselesaikan 

 

5 LHM     

5 tahun 

1 LHM          

1 tahun 

1 LHM          

1 tahun 

1 LHM          

1 tahun 

100% 1 LHM          

1 tahun 

3 LHM          

3 tahun 

60% 

1.20.05.20.18 Monitoring dan Implementasi 
Rencana Aksi Daerah 

Pemberantasan Korupsi 

(RAD PK) 

Jumlah LHM  AD PPK  yang 
diterbitkan 

20 LHM   
5 tahun 

4 LHM          
1 tahun 

4 LHM          
1 tahun 

4 LHM          
1 tahun 

100% 4 LHM           
1 tahun 

12 LHM         
3 tahun 

60% 

1.20.05.21 PROGRAM 

PENINGKATAN 

PROFESIONALISME 

TENAGA PEMERIKSA 

DAN APARATUR 

PENGAWASAN 

Persentase APIP yang 

memenuhi standar 

kompetensi yang 

dipersyaratkan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.20.05.21.01 Pelatihan Pengembangan 

Tenaga Pemeriksa dan 

Aparatur Pengawasan 

Jumlah JF APIP yang 

mengikuti diklat substantif 

pengawasan sesuai jenjang  

123 JF 

APIP 

18 JF APIP 18 JF APIP 18 JF APIP 100% 18 JF APIP 54 JF APIP 43,90% 

1.20.05.23 PROGRAM 

PENGINTENSIFIKASIAN 

PENANGANAN 

PENGADUAN 

MASYARAKAT 

Persentase pengaduan 

masyarakat yang 

ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.20.05.23.02 Penanganan Kasus 

Pengaduan Masyarakat Kota 

Bontang 

Jumlah penyelesaian tindak 

lanjut  kasus pengaduan 

masyarakat dan aparatur 

25 kasus    

5 tahun 

11 kasus 5 kasus 7 kasus 60% 5 kasus 23 kasus 92% 
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator 

Kinerja Program 

(Outcomes)/ 

Kegiatan (Output) 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

PD) 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s.d. 

tahun 2016 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2017) 
Target 

program dan 

kegiatan 

(Renja PD 

tahun 2018) 

Realisasi Capaian Target 

Renstra PD sampai Triwulan 

II Tahun Berjalan 

Target Renja 

PD Tahun 

2017 

Realisasi 

Renja PD 

Tahun 2017 

Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s.d. 

Tahun 

Berjalan 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 

1.20.05.36 PROGRAM 

PENINGKATAN 

PROFESIONALISME 

TENAGA PEMERIKSA 

DAN APARATUR 

PENGAWASAN 

Persentase APIP yang 

memenuhi Standar 

Kompetensi yang 

dipersyaratkan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.20.05.36.01 Pelatihan pengembangan 

tenaga pemeriksa dan 

aparatur pengawasan 

Jumlah JF APIP yang 

mengikuti diklat substantif 

pengawasan sesuai jenjang 

106 APIP 18 APIP 18 APIP 18 APIP 100% 18 APIP 54 APIP 50% 

1.20.05.43 PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

SISTEM 

PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH 

DAERAH (SPIP) 

Nilai maturitas SPIP Kota 

Bontang 

Level 3 - Level 3 Level 2 67% Level 3 Level 3 100% 

1.20.05.43.01 Pelaksanaan Diagnostic 

Assesment PD 

Jumlah penyelesaian 

penilaian DA SKPD 

0 25 SKPD 0 0 0% 0 0 0 

1.20.05.43.04 Monitoring dan Evaluasi 

Implementasi SPIP 

Jumlah penyelesaian 

penilaian maturitas SPIP 

Perangkat Daerah 

29 PD 0 0 0 0% 10 10 34,48% 

1.20.05.49 PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

APARATUR 

Persentase penyelesaian 

penilaian angka kredit JF 

APIP secara tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.20.05.49.76 Penilaian Angka Kredit 
Jabatan Fungsional 

Jumlah penyelesaian 
penilaian angka kredit JF 

APIP 

123 JFT    
5 tahun 

18 JF APIP 18 JF APIP 18 JF APIP 100% 18 JF APIP 54 JF APIP 43,90% 
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1.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH 

 

Inspektorat Daerah telah menyusun peta strategis  berdasarkan balance scored card yang 

terdiri dari 4 (empat) perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan; perspektif proses 

internal (internal business process); perspektif kelembagaan (learning and growth); dan 

perspektif keuangan (financial) sebagai konstrain (cost-effectiveness) dan untuk mencapai 

manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (allocative efficiency). Peta strategis tersebut 

dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (Performance AgreementI) Inspektorat Daerah tahun 

2017 terdiri dari 9 (sembilan) sasaran strategis dan 14 (empat belas) indikator kinerja. 

 

Hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan Perjanjian 

Kinerja tahun 2017 diketahui nilai Kinerja Organisasi 

(NKO) mencapai 99,8% kategori “Sangat Tinggi” dan nilai 

rata-rata efesiensi sumber daya sasaran strategis adalah 

sebesar 28,07% masih dalam kategori “produktif”. Nilai 

rata-rata capaian akuntabilitas sasaran strategis tahun 2017 

meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,25%. 

 

Walaupun nilai kinerja organisasi (NKO) telah mencapai 

predikat “Sangat Tinggi”, masih terdapat permasalahan 

yang perlu mendapat perhatian untuk mencapai target 

kinerja sasaran strategis tahun 2016-2021, antara lain: 

1. Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas 

korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM) dalam road map reformasi 

birokrasi Kota Bontang belum memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan. 

2. Hasil audit intern Inspektorat Daerah belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Perangkat 

Daerah yang diperiksa untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi Perangkat 

Daerah yang bersangkutan. 

 

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Insepktorat Daerah untuk meningkatkan capaian 

target yang telah ditetapkan  antara  lain:  

1. Memanfaatkan  hasil  evaluasi  kinerja  tahun  sebelumnya  untuk perbaikan  pengelolaan  

kinerja. 

2. Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja 

pembangunan ZI menuju WBK/WBBM oleh Perangkat Daerah terkait secara berkala. 

3. Mendorong penerapan reformasi birokrasi Kota Bontang yang efektif. 

4. Mendorong implementasi SAKIP Kota Bontang yang efektif. 

5. Menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis risiko (risk-based performance 

management system).  

6. Menguatkan penerapan sistem tata kelola pengawasan intern berbasis risiko (risk-based 

internal audit management system). 

7. Mengoptimalkan peran Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Konsultasi 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (UP2LKPUPD) Kota Bontang. 

8. Meningkatkan  kendali mutu dan penjaminan mutu (quality control and quality 

assurance) atas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern secara efektif. 

9. Proses bisnis Inspektorat Daerah berbasis teknologi informasi komunikasi yang modern 

(business process based on modern information communication technology). 

10. Melakukan publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah kepada 

masyarakat. 

11. Mengusulkan pengisian jabatan struktural yang masih lowong. 

Nilai Kinerja Organisasi 
(NKO) Inspektorat Daerah 

tahun 2017 berpredikat 
“Sangat Tinggi” dan nilai 

rata-rata efesiensi sumber 
daya sasaran strategis 

Inspektorat Daerah tahun 
2017  kategori “produktif” 
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Tabel 2.5 

Capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2017 

 

NO. 

PERSPEKTIF 

SASARAN STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

SAT. 

TAHUN 2017 

STATUS 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

A. Perspektif Pengguna Layanan (Stakeholders) 92,87%  

A.1. Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah 

87,04%  

A.1.1 Indeks rata-rata akuntabilitas 

penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah 

% 2 (C) 2 (C) 100% 

 

A.1.2. Indeks rata-rata  akuntabilitas 

kinerja SKPD 
Skor 3 (B) 2,5 (CC) 83,33% 

 

A.1.3. Rasio temuan BPK yang telah 

selesai ditindaklanjuti 
% 80 86,27 107,84% 

 

A.1.4. Rasio temuan APIP yang telah 

selesai ditindaklanjuti 
% 70 39,90 57 

 

A.2. Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan  keuangan daerah 

Kota Bontang 

100%  

A.2.1. Indeks opini BPK atas LKPD Skor 4 (WTP) 4 (WTP) 100%  

A.3. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di 

lingkungan pemerintah Kota Bontang 

50%  

A.3.1. Indeks RB Kota Bontang Skor B 
B 

100%  

A.3.2. Jumlah Perangkat Daerah 

pelayanan publik yang telah 

berpredikat ZI menuju 

WBK/WBBM 

PD 1 0 0% 

 

A.4. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi 

Kota Bontang 

100% 
 

A.4.1. Rasio capaian AD PPK Kota 

Bontang dengan kategori  

“Memuaskan” 

% 100 100 100% 
 

A.5. Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat 

dan aparatur yang terbuka dan  responsif 

100%  

A.5.1. Persentase kasus pengaduan 

masyarakat dan aparatur yang 

telah selesai ditindaklanjuti 

% 100 100 100% 

 

A.6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang 120%  

A.6.1. Tingkat maturitas SPIP Kota 

Bontang 
Level 3 3,717 120% 
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NO. 

PERSPEKTIF 

SASARAN STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

SAT. 

TAHUN 2017 

STATUS 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

B. Proses Internal (Internal Business Process) 107,7%  

B.1. Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang 107,7%  

B.1.1 Tingkat kapabilitas APIP Kota 

Bontang 
Level 3 3 100% 

 

B.1.2 Indeks kepuasan auditi atas 

kinerja pengawasan Inspektorat 

Daerah 

Indeks 3 4,3 120 

 

B.1.3 Ketepatan perencanaan terhadap 

waktu proses pelaksanaan dan 

pelaporan pengawasan 

% 70 79,86 114,08% 

 

B.1.4 Nilai rata-rata keberhasilan 

kegiatan Inspektorat Daerah 
% > 84 81,49 97,01% 

 

C. Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth) 99,89%  

C.1. Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional 100%  

C.1.1  Indeks Profesionalitas ASN 

Inspektorat Daerah 
Skor Baik Baik 100% 

 

C.2. Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan  -  

C.2.1 Tingkat kematangan manajemen 

risiko Inspektorat Daerah Level 3 - - 

Belum 

dapat 

diukur 

C.3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sarana 

prasarana dalam tata kelola organisasi  

99,78%  

C.3.1 Jumlah proses bisnis yang telah 

berbasis TIK Tahap Perenc. - - 

Belum 

dapat 

diukur 

C.3.2 Jumlah utilitas aset kondisi baik % 100 
99,56 

99,56%  

D. Keuangan (Financial) 103,56%  

D.1 Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efektif 103,56%  

D.1.1 Jumlah kegiatan utama 

pengawasan intern yang telah 

menerapkan anggaran responsif 

gender (ARG) 

% 100 100 100% 

 

D.2.1 Persentase kinerja pelaksanaan 

anggaran  Inspektorat Daerah 
% 80 

85,69 107,11%  

 

 

Rincian pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) tahun 2017 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.6 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bontang 

 

NO INDIKATOR 

SPM/ 

STANDAR 

NASIONAL 

IKK 

TARGET RENSTRA PD 
REALISASI 

CAPAIAN 
PROYEKSI 

CATATAN 

ANALISIS 
TAHUN 

2016 

TAHUN 

2017 

TAHUN 

2018 

TAHUN 

2019 

TAHUN 

2016 

TAHUN 

2017 

TAHUN 

2018 

TAHUN 

2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (15) 

1. Indeks rata-rata akuntabilitas 

penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah  

- - - 2 

(Skor C) 

3 

(Skor B) 

3 

(Skor B) 

- 2 

(Skor C) 

3 

(Skor B) 

3 

(Skor B) 

IKU 

2. Indeks rata-rata  akuntabilitas 

kinerja Perangkat Daerah 

- - 2,5 

(Skor CC) 

3 

(Skor B) 

3 

(Skor B) 

3 

(Skor B) 

2,5 

(Skor CC) 

2,5 

(Skor CC) 

3 

(Skor B) 

3 

(Skor B) 

IKU 

3. Rasio temuan BPK yang 

telah selesai ditindaklanjuti 

- - 75% 80% 82,5% 85% 76% 86,27% 87,5% 90% IKU 

4. Rasio temuan APIP yang 

telah selesai ditindaklanjuti  

- - - 70% 75% 80% - 39,90% 70% 75% IKU 

5. Indeks opini BPK atas LKPD WTP - 4 

(WTP) 

4 

(WTP) 

4 

(WTP) 

4 

(WTP) 

4 

(WTP) 

4 

(WTP) 

4 

(WTP) 

4 

(WTP) 

IKU 

6. Indeks RB Kota Bontang B - B B B B B B B B IKU 

7. Jumlah Perangkat Daerah 

pelayanan publik yang telah 

berpredikat ZI menuju 

WBK/WBBM 

- - 1 PD 1 PD 2 PD 2 PD - 1 PD 1 PD 2 PD IKU 

8. Rasio capaian AD PPK Kota 

Bontang dengan kategori  

“Memuaskan” 

- - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% IKU 
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NO INDIKATOR 

SPM/ 

STANDAR 

NASIONAL 

IKK 

TARGET RENSTRA PD 
REALISASI 

CAPAIAN 
PROYEKSI 

CATATAN 

ANALISIS 
TAHUN 

2016 

TAHUN 

2017 

TAHUN 

2018 

TAHUN 

2019 

TAHUN 

2016 

TAHUN 

2017 

TAHUN 

2018 

TAHUN 

2019 

9. Persentase kasus pengaduan 

masyarakat dan aparatur yang 

telah selesai ditindaklanjuti 

100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% IKU 

10. Jumlah Perangkat Daerah 

yang memiliki tingkat 

maturitas SPIP pada level 3  

100% - N/A 5 PD 10 PD 15 PD - - 10 PD 15 PD IKU 

11. Tingkat kapabilitas APIP 

Kota Bontang 

Level 3 - Level 2 

 

Level 3  

 

Level 3  

 

Level 3  

 

Level 2 

 

Level 3 

(QA 

BPKP)  

 

Level 3  

 

Level 3  

 

IKU 
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2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 
INSPEKTORAT DAERAH 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 345 

menyebutkan pengawasan internal merupakan salah satu bagian dari manajemen pelayanan 

publik. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis 

dan bergerak dinamis mengikuti kebutuhan zaman. Kegiatan pengawasan intern tidak lagi 

terbatas pada pemeriksaan pada akhir periode tahun anggaran saja (post audit), tetapi harus 

dilakukan pada seluruh proses pengelolaan APBD yang sedang berlangsung. Lebih lanjut, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 380 

mengatur bahwa kegiatan pengawasan intern  yang  terkait  keuangan  Daerah  meliputi 

kegiatan  audit,  reviu,  evaluasi,  pemantauan,  dan    bimbingan  teknis dalam  pengelolaan  

APBD  kabupaten/kota  dilakukan  sejak  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  pemantuan  dan  

evaluasi  atas pelaksanaan  APBD  (termasuk  penyerapan  APBD),  sampai  dengan 

pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  kabupaten/kota. 

 

Fokus  pengawasan intern Inspektorat Daerah tidak  hanya  ditujukan pada  aspek 

pengelolaan  keuangan  negara,  namun  secara  bertahap  terus disempurnakan  dan  areanya  

diperluas  pada  pengawasan  kinerja dalam rangka pemantapan  akuntabilitas  keuangan  dan  

akuntabilitas  kinerja pemerintah Kota Bontang untuk mencapai tujuan otonomi daerah yakni 

meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan 

dengan kedua hal tersebut, maka tema Renstra Inspektorat Daerah tahun 2016-2021 adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Tema Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN 

•Peningkatan mutu akuntabilitas 
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi 
daerah Kota Bontang berbasis 
Pembangunan Kota Berkelanjutan dengan 
pilar Smart City, Green City dan  Creative 
City 

HUKUM DAN APARATUR 

•Peningkatan kualitas tata kelola 
pemerintahan dan reformasi birokrasi Kota 
Bontang yang akuntabel, bersih dan efektif 
sebagai perwujudan pencegahan dan 
pemberantasan korupsi 

PERAN EFEKTIF APIP 

•Peningkatan mutu kapabilitas Inspektorat Daerah yang 
dapat menjadi role model APIP pada Kab/Kota/Provinsi 
Kalimantan Timur 
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Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Inspektorat Daerah tahun 2016-2021 adalah meningkatkan peran APIP yang efektif 

(capability internal audit) untuk meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) dan 

aparatur yang cerdas (smart governance) yang mampu mendorong akuntabilitas 

pengembangan wilayah perkotaan berkelanjutan (urban development sustainable program).  

 

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu atas Hasil Penjaminan Kualitas  Penilaian  Mandiri 

Kapabilitas  APIP  Level  3  pada  Inspektorat  Kota Bontang Nomor: LAP-025/D3.01/2017 

tanggal 22 Desember 2017 dari Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 

Wilayah I BPKP bahwa hasil penilaian jaminan kualitas (quality assuramce/QA) kapabilitas 

APIP Kota Bontang menunjukkan 2 (dua) elemen berada pada level 3 dan 4 (empat) elemen 

berada pada level 2 dengan perincian sebagai berikut: 

 

Tabel 2.7 

Hasil Quality Assurance Penilaian Kapabilitas APIP Kota Bontang 

 

NO. ELEMEN 
LEVEL HASIL 

QA BPKP 
KATEGORI 

1. Peran dan Layanan  2 Infrastructure 

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia  2 Infrastructure 

3. Praktek Profesional  2 Infrastructure 

4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja  3 Integrated 

5. Budaya dan Hubungan Organisasi   3 Integrated 

6. Struktur Tata kelola  2 Infrastructure 

 

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain: 

1. Pengawasan  Inspektorat  belum  memberikan  nilai  

tambah  dalam  aspek kehematan, efektivitas, dan 

efisiensi Pemerintah Kota Bontang 

2. Pelayanan jasa konsultansi yang diberikan oleh 

Inspektorat Kota Bontang belum memberikan nilai 

tambah terhadap peningkatan kualitas tata kelola, 

manajemen risiko dan pengendalian intern 

3. SDM  Inspektorat  Kota  Bontang  belum  mampu  

melaksanakan  kegiatan pengawasan secara 

profesional 

4. Pengawasan  oleh  Inspektorat  Kota  Bontang  belum  

mampu  mengurangi paparan risiko dari auditan 

5. Inspektorat  Kota  Bontang  belum  mampu  menjaga  
kualitas  hasil pengawasannya secara berkelanjutan 

6. Proses pengusulan anggaran APIP belum menjamin tersedianya alokasi sumber daya 

yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

 

Untuk itu, Inspektorat Daerah harus menyusun rencana aksi (action plan) peningkatan 

kapabilitas APIP antara lain memuat: 

Isu penting  
penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Inspektorat Daerah 
adalah peningkatan 

kapabilitas APIP berfokus 
pada elemen-elemen:                           

a). Peran dan Layanan;        
b). Pengelolaan Sumber 

Daya Manusia;                       
c). Praktik Profesional;         

d). Struktur Tata Kelola 
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1. Peningkatan peran Inspektorat Daerah dalam mendorong kehematan, efektivitas, dan 

efisiensi Pemerintah Kota Bontang melalui pelaksanaan audit kinerja. 

2. Meningkatkan peran dalam layanan jasa konsultansi selain kegiatan audit. 

3. Merencanakan  dan  melaksanakan  program  pengembangan profesionalisme SDM 

Inspektorat melalui program sertifikasi profesional. 

4. Menyelenggarakan perencanaan pengawasan berbasis risiko dengan cara memfasilitasi 

Perangkat Daerah menerapkan manajemen berbasis risiko. 

5. Menjaga kualitas hasil pengawasannya secara berkelanjutan melaui review antar APIP 

internal dan APIP eksternal. 

6. Memperbaiki mekanisme penganggaran dengan cara analisa standar biaya pengawasan 

berbasis prioritas. 

 

 

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 
 

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Bontang 2016-2021 yang merupakan visi 

kepemimpinan daerah terpilih yaitu “Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim 

Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan 

Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. 

 

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah tersebut, arah dan kebijakan 

pembangunan akan dijawantahkan melalui tiga misi pembangunan daerah sebagai berikut: 

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia;  

2. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan 

hidup; dan  

3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan 

perekonomian berbasis sektor maritim.   

 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang 

tahun 2019 mengangkat tema “Pemantapan Daya Saing 

SDM dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah”. 

Prioritas pembangunan daerah Kota Bontang tahun 2019 

terdiri dari: 

1. Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua 

2. Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas untuk 

semua 

3. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan 

4. Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif, 

Transparan, Akuntabel dan Partisipatif 

5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman 

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup 

7. Peningkatkan daya saing ekonomi 

8. Peningkatan daya dukung infrastrutur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah. 

 

Inspektorat Daerah melaksanakan prioritas “Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif, 

Transparan, Akuntabel dan Partisipatif” dengan target peningkatan akuntabilitas kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan disiplin aparatur. 

Prioritas pembangunan 
daerah dalam  RKPD Kota 

Bontang 2019 yang 
dilaksanakan oleh 

Inspektorat Daerah adalah 
“Mewujudkan Pemerintahan 

yang Responsif, 
Transparansi, Akuntabel dan 

Partisipatif” 



 
 

 28 

Sasaran dan program prioritas pembangunan daerah Kota Bontang Tahun 2019 yang menjadi 

mandat Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.8 

Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Terkait Fungsi dan Tugas 

Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2019 

 

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2019 

Terwujudnya 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang 

Transparan, 

Akuntabel dan 

Partisipatif 

a. Opini BPK WTP 

b. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

B 

c. Indeks Persepsi Korupsi 5,9 

d. Nilai LPPD Sangat Tinggi 

e. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bontang B 

 

Hasil analisis kebutuhan Renja Inspektorat Daerah menyesuaikan dengan rancangan awal 

RKPD Kota Bontang tahun 2019 sebagai berikut: 
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Tabel 2.9 

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2019 

 

NO. 

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 

KET. 
PROGRAM/ 

KEGIATAN 
LOKASI 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

CAPAIAN 

PAGU 

INDIKATIF 

(Rp1.000) 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 
LOKASI 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

CAPAIAN 

KEBUTUHAN 

DANA 

(Rp1.000) 

A. PROGRAM 

PENINGKATAN 

SISTEM 

PENGAWASAN 

INTERNAL DAN 

PENGENDALAIAN 

PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN KDH 

Kota 

Bontang 

Capaian 

keberhasilan 

sasaran RAD 

PPK Kota 

Bontang 

dengan 

predikat 

“Memuaskan”

• 

100% 941.036 PROGRAM 

PENINGKATAN 

SISTEM 

PENGAWASAN 

INTERNAL DAN 

PENGENDALAIAN 

PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN KDH 

Kota 

Bontang 

Capaian 

keberhasilan 

sasaran RAD 

PPK Kota 

Bontang dengan 

predikat 

“Memuaskan”• 

100% 941.036  

A.1. Pelaksanaan 
Pengawasan Internal 

Secara Berkala 

Kota 
Bontang 

Jumlah 
pengawasan 

teknis dan 

pengawasan 

Perangkat 
Daerah yang 

diselesaikan 

231 OP 693.100 Pelaksanaan 
Pengawasan Internal 

Secara Berkala 

Kota 
Bontang 

Jumlah 
pengawasan 

teknis dan 

pengawasan 

Perangkat Daerah 
yang diselesaikan 

231 OP 693.100  

A.2 Optimalisasi 

Peningkatan 

Kepatuhan Pada 

Peraturan Perundang-
Undangan 

Kota 

Bontang 

Jumlah laporan 

hasil 

pelaksanaan 

kegiatan Saber 
Pungli 

12 laporan 247.936 Optimalisasi 

Peningkatan 

Kepatuhan Pada 

Peraturan Perundang-
Undangan 

Kota 

Bontang 

Jumlah laporan 

hasil pelaksanaan 

kegiatan Saber 

Pungli 

12 laporan 247.936  
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NO. 

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 

KET. 
PROGRAM/ 

KEGIATAN 
LOKASI 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

CAPAIAN 

PAGU 

INDIKATIF 

(Rp1.000) 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 
LOKASI 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

CAPAIAN 

KEBUTUHAN 

DANA 

(Rp1.000) 

B. PROGRAM 

PENGINTENSIFI 

KASIAN 

PENANGANAN 

PENGADUAN 

MASYARAKAT 

Kota 

Bontang 

Persentase 

kasus 

pengaduan 

masyarakat 

yang telah 

selesai 

ditindaklanjuti 

100% 23.000 PROGRAM 

PENGINTENSIFI 

KASIAN 

PENANGANAN 

PENGADUAN 

MASYARAKAT 

Kota 

Bontang 

Persentase kasus 

pengaduan 

masyarakat yang 

telah selesai 

ditindaklanjuti 

100% 23.000  

B.1 Penanganan Kasus 

Pengaduan 

Masyarakat Kota 
Bontang 

Kota 

Bontang 

Jumlah 

penyelesaian 

pemeriksaan 
kasus 

pengaduan 

masyarakat 

3 kasus 23.000 Penanganan Kasus 

Pengaduan 

Masyarakat Kota 
Bontang 

Kota 

Bontang 

Jumlah 

penyelesaian 

pemeriksaan 
kasus pengaduan 

masyarakat 

3 kasus 23.000  

C. PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

APARATUR 

Kota 

Bontang 

Persentase 

jumlah 

pegawai 

inspektorat 

daerah yang 

mengikuti 

Diklat minimal 

5 % dari 

waktu kerja 

setahun 

100% 20.800 PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

APARATUR 

Kota 

Bontang 

Persentase 

jumlah pegawai 

inspektorat 

daerah yang 

mengikuti Diklat 

minimal 5 % 

dari waktu kerja 

setahun 

100% 20.800  

C.1 Penilaian Angka 

Kredit Jabatan 

Fungsional 

Kota 

Bontang 

Jumlah 

penyelesaian 

penilaian angka 
kredit Jabatan 

Fungsional 

Tertentu 

22 JFT 20.800 Penilaian Angka 

Kredit Jabatan 

Fungsional 

Kota 

Bontang 

Jumlah 

penyelesaian 

penilaian angka 
kredit Jabatan 

Fungsional 

Tertentu 

22 JFT 20.800  
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NO. 

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 

KET. 
PROGRAM/ 

KEGIATAN 
LOKASI 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

CAPAIAN 

PAGU 

INDIKATIF 

(Rp1.000) 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 
LOKASI 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

CAPAIAN 

KEBUTUHAN 

DANA 

(Rp1.000) 

D. PROGRAM 

PENINGKATAN 

PROFESIONALIS

ME TENAGA 

PEMERIKSA DAN 

APARATUR 

PENGAWASAN 

Kota 

Bontang 

Persentase 

jumlah 

pegawai 

inspektorat 

daerah yang 

mengikuti 

Diklat minimal 

5 % dari 

waktu kerja 

setahun 

100% 931.740 PROGRAM 

PENINGKATAN 

PROFESIONALIS

ME TENAGA 

PEMERIKSA DAN 

APARATUR 

PENGAWASAN 

Kota 

Bontang 

Persentase 

jumlah pegawai 

inspektorat 

daerah yang 

mengikuti Diklat 

minimal 5 % 

dari waktu kerja 

setahun 

100% 931.740  

D.1 Pelatihan 

pengembangan tenaga 

pemeriksa dan 

aparatur pengawasan 

Kota 

Bontang 

Jumlah pegawai 

Inspektorat 

yang mengikuti 

diklat substantif 
dan 

penjenjangan 

11 orang 931.740 Pelatihan 

pengembangan tenaga 

pemeriksa dan 

aparatur pengawasan 

Kota 

Bontang 

Jumlah pegawai 

Inspektorat yang 

mengikuti diklat 

substantif dan 
penjenjangan 

11 orang 931.740  

E. PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN SISTEM 

PENGENDALIAN 

INTERN 

PEMERINTAH 

DAERAH (SPIP) 

Kota 

Bontang 

Tingkat 

maturitas SPIP 

Kota Bontang 

Level 3 58.500 PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN SISTEM 

PENGENDALIAN 

INTERN 

PEMERINTAH 

DAERAH (SPIP) 

Kota 

Bontang 

Tingkat 

maturitas SPIP 

Kota Bontang 

Level 3 58.500  

E.1 Monitoring dan 

Evaluasi 

Implementasi SPIP 

Kota 

Bontang 

Jumlah 

penilaian 

maturitas SPIP 
perangkat 

daerah Kota 

Bontang yang 

diselesaikan 

10 PD 58.500 Monitoring dan 

Evaluasi 

Implementasi SPIP 

Kota 

Bontang 

Jumlah penilaian 

maturitas SPIP 

perangkat daerah 
Kota Bontang 

yang diselesaikan 

10 PD 58.500  
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NO. 

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 

KET. 
PROGRAM/ 

KEGIATAN 
LOKASI 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

CAPAIAN 

PAGU 

INDIKATIF 

(Rp1.000) 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 
LOKASI 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

CAPAIAN 

KEBUTUHAN 

DANA 

(Rp1.000) 

F. PROGRAM 

PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

Kota 

Bontang 

Tingkat 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

100% 988.315 PROGRAM 

PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

Kota 

Bontang 

Tingkat 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

100% 988.315  

F.1 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

Kota 

Bontang 

Jumlah surat 

terkirim 

50 surat 750 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

Kota 

Bontang 

Jumlah surat 

terkirim 

50 surat 750  

F.2 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan 
Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 

Kota 

Bontang 

Jumlah pajak 

tahunan 
kendaraan 

dinas/operasion

al yang 

dibayarkan 

21 unit 17.500 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan 
Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 

Kota 

Bontang 

Jumlah pajak 

tahunan 
kendaraan 

dinas/operasional 

yang dibayarkan 

21 unit 17.500  

F.3 Penyediaan Alat Tulis 

Kantor 

Kota 

Bontang 

Jumlah jenis 

ATK yang 
tersedia 

47 jenis 86.128 Penyediaan Alat Tulis 

Kantor 

Kota 

Bontang 

Jumlah jenis ATK 

yang tersedia 

47 jenis 86.128  

F.4 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

Kota 
Bontang 

Jenis bahan 
cetakan 

9 jenis 73.845 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

Kota 
Bontang 

Jenis bahan 
cetakan 

9 jenis 73.845  

F.5 Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 

Kota 

Bontang 

Jumlah jenis 

peralatan kantor 

yang 

dilaksanakan 

5 jenis 458.570 Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 

Kota 

Bontang 

Jumlah jenis 

peralatan kantor 

yang dilaksanakan 

5 jenis 458.570  

F.6 Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 

Kota 

Bontang 

Jumlah jenis 

kebutuhan 
perlengkapan 

rumah tangga 

3 jenis 1.480 Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 

Kota 

Bontang 

Jumlah jenis 

kebutuhan 
perlengkapan 

rumah tangga 

3 jenis 1.480  

F.7 Penyediaan Makanan 

dan Minuman 

Kota 

Bontang 

Jumlah 

konsumsi tamu 

dan rapat 

kegiatan yang 
dipenuhi 

12 kali 

bulan 

85.054 Penyediaan Makanan 

dan Minuman 

Kota 

Bontang 

Jumlah konsumsi 

tamu dan rapat 

yang dipenuhi 

1 Tahun 76.150  
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NO. 

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 

KET. 
PROGRAM/ 

KEGIATAN 
LOKASI 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

CAPAIAN 

PAGU 

INDIKATIF 

(Rp1.000) 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 
LOKASI 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

CAPAIAN 

KEBUTUHAN 

DANA 

(Rp1.000) 

F.8 Penyediaan Jasa 

Tenaga 

Administrasi/Teknis 

Perkantoran 

Kota 

Bontang 

Jumlah 

pemenuhan 

kebutuhan 

tenaga 
administrasi non 

PNS 

2 orang 44.600 Penyediaan Jasa 

Tenaga 

Administrasi/Teknis 

Perkantoran 

Kota 

Bontang 

Jumlah kebutuhan 

tenaga 

administrasi Non 

PNS yang 
dipenuhi 

2 orang 44.400  

F.9 Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Ke Luar 

Daerah 

Kota 

Bontang 

Jumlah Rapat 

koordinasi dan 

konsultasi 

urusan  
Pemerintah 

Kota Bontang 

yang diikuti 

4 IP 

Provinsi 

Kaltim 

(Inspektorat 
Provinsi, 

Sekretariat 

Daerah 

Provinsi, 
BPK 

Perwakilan 

dan BPKP 

Perwakilan 

220.388 Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Ke Luar 

Daerah 

Kota 

Bontang 

Jumlah Rapat 

koordinasi dan 

konsultasi 

penyelenggaraan 
urusan  

Pemerintah Kota 

Bontang yang 

diikuti 

3 IP Prov. 

Kaltim, 6 IP 

Pusat 

230.323  

G. PROGRAM 

PENINGKATAN 

SARANA DAN 

PRASARANA 

APARATUR 

Kota 

Bontang 

Tingkat 

pemenuhan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

100% 298.300 PROGRAM 

PENINGKATAN 

SARANA DAN 

PRASARANA 

APARATUR 

Kota 

Bontang 

    

G.1 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Kota 

Bontang 

Jumlah 

kendaraan 

dinas/operasion
al yang 

mendapatkan 

pemeliharaan 

rutin 

21 unit 263.400 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Kota 

Bontang 

Jumlah 

pemenuhan BBM 

kendaraan 
operasional 

3 unit 9.600  

G.2 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 
Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Kota 

Bontang 

Jumlah jenis 

peralatan yang 
mendapatkan 

pemeliharaan 

rutin  

5 jenis 34.900       
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BAB III 
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

 

 

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 

3.1.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 
 
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 menetapkan prioritas pembangunan dari Strategi 

Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan 

Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita yang berkaitan dengan 

pelaksanaan sistem pengawasan intern adalah: 

 

1. Cita 2 “Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, 

dan terpercaya” dengan penguatan kerangka kelembagaan difokuskan pada 

mengoptimalisasi  keberadaan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  (SPIP)  dan  

Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah (APIP),  sehingga    dapat  berperan  

sebagai  garda  depan  dalam upaya pencegahan korupsi. 

 

2. Cita 4 “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”  

 

Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita 2 dan Nawa Cita 4 terhadap 

kondisi yang diperlukan  antara lain: 

 

1. Peningkatan kepastian dan penegakan hukum 

Meningkatkan  efektivitas  meningkatkan  efektivitas  pencegahan  dan pemberantasan 

korupsi, dengan salah satu strategi Penguatan  mekanisme  koordinasi  dan  monitoring  

evaluasi Strategi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi (Stranas PPK). 

 

2. Tata kelola dan reformasi birokrasi.  

Sebagai implementasi  Nawa  Cita,  maka  tata  kelola  dan  reformasi  birokrasi  akan  

terus  dimantapkan  dan  ditingkatkan  melalui implementasi  sistem  akuntabilitas  

kinerja  instansi  pemerintah agar  akuntabilitas keuangan dan kinerja  instansi  

pemerintah  semakin  membaik. 

 

Salah satu isu strategis pembangunan nasional tahun 2015-2019 terkait penugasan APIP 

adalah  Pengarusutamaan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, yang diarahkan untuk 

penguatan kapasitas pemerintah dan perluasan ruang partisipasi masyarakat, dengan 

penekanan pada: 

1. Peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan 

daerah. 

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 menggunakan basis money follow 

program. Tema RKP tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan 

Berkualitas”. 
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Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan 

nasional tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 telah 

menetapkan 6 program prioritas nasional. Salah satu 

program prioritas nasional  yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pengawasan intern pemerintahan 

daerah yakni Stabilitas Keamanan Nasional dan 

Kesuksesan Pemilu dengan arah kebijakan adalah 

meningkatkan Kepastian Hukum dan Reformasi 

Birokrasi terdiri dari: 

1. Meningkatkan kualitas penegakan hukum 

2. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan 

pemberantasan korupsi 

3. Meningkatkan pelaksanaan e-Government 

4. Mengoptimalkan Talent Management Nasional 

5. Meningkatkan pengawasan program prioritas 

nasional 

  

Adapun arah kebijakan pemerintahan daerah urusan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah Pemerintah daerah 

wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka 

menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden  Nomor  55  Tahun  2012  

tentang  Strategi  Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 

2012–2025 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta 

perubahannya. 

2. Pengawasan keuangan dan aset daerah 

3. Pengawasan pengadaan barang/jasa 

4. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 

5. Peningkatan kapabilitas APIP secara bertahap 

6. Pengawasan Reformasi Birokrasi 

7. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) BPK dan APIP 

 

Arah kebijakan pemerintah terkait pengawasan urusan pemerintah daerah dimaksud untuk 

mencapai target kinerja bidang Aparatur Negara pada tahun 2019 dengan rincian sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.1 

Target Indikator Kinerja Bidang Aparatur Negara Tahun 2019 

 

NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2019 

A. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel   

1. Opini WTP Laporan Keuangan Kota % 65 

2. Tingkat Kapabilitas APIP Skor 1-5 3 

3. Tingkat Kemantangan Implementasi SPIP Skor 1-5 3 

4. Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor B atas SAKIP) % 50 

Arah kebijakan program prioritas 
nasional untuk penyusunan RKPD 

tahun 2019 terkait 
penyelenggaraan audit intern 

penyelenggaraan pemerintahan 
daerah adalah meningkatkan 

Kepastian Hukum dan Reformasi 
Birokrasi terdiri dari:  

a). Peningkatan efektifitas 
pencegahan dan pemberantasan 

korupsi; dan    
b). Meningkatkan pengawasan 

program prioritas nasional  
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NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2019 

B. Birokrasi yang Efektif dan Efesien   

1. Persentase  Instansi  Pemerintah Kabupaten/Kota yang  

Memiliki  Nilai  Indeks Reformasi  Birokrasi  Baik 

(Kategori “B” ke atas) 

Skor 1 -100 45 

2. Indeks Profesionalitas ASN Skor 1 -100 86 

 

 

3.1.2. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI 
 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2019 memuat tema indikatif t 

yakni “Memperkuat Daya Saing Investasi untuk 

Mempercepat Hilirisasi Industri”.  Salah prioritas 

pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 

2018 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

pengawasan intern Kota Bontang adalah “Peningkatan 

Sumber Daya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik”. 

 

Program pioritas pembangunan daerah Inspektorat 

Provinsi Kaltim tahun 2019 yang menjadi mandat bagi 

Inspektorat Daerah Kota Bontang sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 

Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Menjadi Mandat 

Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah Kota Bontang  

 

NO. 
SASARAN 

PEMBANGUNAN 

PROGRAM 

PRIORITAS 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

2019 

1. Terwujudnya pemerintah 

daerah yang terbuka 

bersih dan bebas KKN 

a. Program Pembinaan 

dan Pengawasan 

Penyelenggaraan  

Pemerintah Daerah 

% Kab/kota 

memperoleh opini WTP 

100% 

  b. Program Peningkatan 

Kinerja Pemerintah 

Daerah 

1). % Kab/Kota yang 

memperoleh status 

sangat tinggi (ST) 

untuk kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

80% 

   2). Skor rata-rata hasil 

evaluasi 

akuntabilitas kinerja 

SKPD dan Kab/Kota 

Skor 80  

 

hasil telaahan kebijakan nasional dan provinsi serta review rancangan RKPD Kota Bontang 

tahun 2019 terhadap pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah  tahun 2019 sebagai berikut: 

Salah prioritas pembangunan 
daerah Provinsi Kalimantan 

Timur tahun 2018 yang 
berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas 
pengawasan intern Kota 

Bontang adalah “Peningkatan 
Sumber Daya Aparatur dan 
Kualitas Pelayanan Publik”  
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Tabel 3.3 

Telaahan Kebijakan Nasional, Kebijakan Provinsi, Review RKPD Kota Bontang dan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019 

 

NO. URAIAN RKP TAHUN 2019 

RKPD PROVINSI KALTIM DAN 

RENJA INSPEKTORAT 

PROVINSI KALTIM TAHUN 2019 

RKPD KOTA 

BONTANG TAHUN 

2019 

RENSTRA 

INSPEKTORAT 

DAERAH TAHUN 2016-

2021 PERIODE TAHUN 

2019 

1. Tema 

Pembangunan  

Pemerataan Pembangunan 

untuk Pertumbuhan 

Berkualitas 

Memperkuat Daya Saing Investasi 

untuk Mempercepat Hilirisasi Industri 

Pemantapan Daya Saing 

SDM dan Daya Saing 

Sektor Unggulan Daerah 

Mewujudkan 

Kepemerintahan Kota 

Bontang yang Cerdas Ke 

Arah yang Lebih Baik  

(Smart Governance for 

Better Government) 

2. Sasaran 

Prioritas 

Pembangunan  

Meningkatkan Kepastian 

Hukum dan Reformasi 

Birokrasi terdiri dari: 

a. Meningkatkan efektivitas 

pencegahan dan 

pemberantasan korupsi 

b. Meningkatkan 

pengawasan program 

prioritas nasional 

 

Peningkatan Sumber Daya Aparatur 

dan Kualitas Pelayanan Publik 

Mewujudkan 

Pemerintahan yang 

Responsif, Transparan, 

Akuntabel dan Partisipatif 

a. Pengembangan wilayah 

perkotaan Kota 

Bontang yang 

akuntabel 

b. Penegakan hukum dan 

Aparatur Kota 

Bontang yang bersih 

c. Peran efektif APIP 

Kota  Bontang 

3. Target Kinerja  Birokrasi yang Bersih dan 

Akuntabel 

Terwujudnya pemerintah daerah 

yang terbuka bersih dan bebas KKN 

 Perspektif Pengguna 

Layanan (Stakeholders) 

  a Opini WTP Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Kota mencapai 65% 

 

 

a % Kab/Kota yang memperoleh 

opini WTP mencapai 100% 

 

 

a Opini BPK mencapai 

WTP 

a Indeks opini atas 

LKPD mencapai 4  
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NO. URAIAN RKP TAHUN 2019 

RKPD PROVINSI KALTIM DAN 

RENJA INSPEKTORAT 

PROVINSI KALTIM TAHUN 2019 

RKPD KOTA 

BONTANG TAHUN 

2019 

RENSTRA 

INSPEKTORAT 

DAERAH TAHUN 2016-

2021 PERIODE TAHUN 

2019 

  b Instansi Pemerintah Kota 

yang Akuntabel (Skor B 

atas SAKIP) mencapai 

50% 

b Skor rata-rata hasil evaluasi 

akuntabilitas kinerja SKPD dan 

Kab/Kota mencapai 80 

b Predikat 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

mencapai skor B 

b Indeks rata-rata  

akuntabilitas kinerja 

SKPD mencapai 3 (B) 

  c Tingkat Kematangan 

Implementasi SPIP Kota 

mencapai level 3 

- - c Tingkat maturitas 

SPIP Kota Bontang 

mencapai level 3 

  d Tingkat Kapabilitas APIP 

mencapai level 3 

- - Perspektif Proses Bisnis 

Internal 

Tingkat kapabilitas APIP 

Kota Bontang mencapai 

Level 3 

  Birokrasi yang Efektif dan 

Efesien 

  Perspektif Pengguna 

Layanan  

  a Persentase  Instansi  

Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang  

Memiliki  Nilai  Indeks 

Reformasi  Birokrasi  Baik 

(Kategori “B” ke atas) 

mencapai 45 

- c. Indeks Reformasi 

Birokrasi Kota 

Bontang mencapai B 

Indeks RB Kota Bontang 

kategori B 

  b Indeks Profesionalitas 

ASN mencapai 86 

-  Perspektif Pertumbuhan 

dan Pembelajaran 

Indeks Profesionalitas ASN 

Inspektorat Daerah kategori 

B 
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NO. URAIAN RKP TAHUN 2019 

RKPD PROVINSI KALTIM DAN 

RENJA INSPEKTORAT 

PROVINSI KALTIM TAHUN 2019 

RKPD KOTA 

BONTANG TAHUN 

2019 

RENSTRA 

INSPEKTORAT 

DAERAH TAHUN 2016-

2021 PERIODE TAHUN 

2019 

     Perspektif Pengguna 

Layanan (Stakeholders) 

   c. % Kab/Kota yang memperoleh 

status sangat tinggi (ST) untuk 

kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah mencapai 

80% 

d. Nilai LPPD 

mencapai Sangat 

Tinggi 

a Indeks rata-rata 

akuntabilitas 

penyelenggaraan 

urusan pemerintahan 

daerah mencapai 3 (B) 

    e. Indeks Persepsi 

Korupsi mencapai 

5,9 

b Rasio capaian AD 

PPK Kota Bontang 

dengan kategori  

“Memuaskan” 

mencapai 100% 
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3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH  
 

Memperhatikan hasil telaahan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan review RKPD Kota 

Bontang tahun 2019, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) 

tahun 2019 yang disusun masih relevan terhadap Renstra Inspektorat Daerah tahun 2016-

2021.  

 

Sama halnya dengan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2016-2021, perumusan tujuan dan 

sasaran Renja Inspektorat Daerah tahun 2019 menggunakan metode Balancescored Card. 

Hal ini bertujuan menghasilkan perumusan strategi dari 4 (empat) perspektif yaitu perspektif 

masyarakat/layanan; perspektif proses internal (internal business process); perspektif 

kelembagaan; dan perspektif keuangan sebagai konstrain (cost-effectiveness) dan untuk 

mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (allocative efficiency).  

 

Tabel 3.4 

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Tahun 2019 

 

TUJUAN 

STRATEGIS SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

TS.01  

Meningkatkan mutu 

akuntabilitas kinerja 

dan keuangan 

penyelenggaraan 

urusan pemerintahan 

daerah Kota Bontang 

(The Quality of 

Performance 

Accountability and  

Financial 

Accountability) 

 

Persepktif pengguna layanan (stakeholders) 40% 

SS.01.01  

Meningkatnya mutu 

akuntabilitas kinerja 

penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah 

IKU.01.01.01  

Indeks rata-rata akuntabilitas 

penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah  

 

3 

(Skor B) 

IKU.01.01.02 

Indeks rata-rata  akuntabilitas kinerja 

Perangkat Daerah 

 

3 

(Skor B) 

IKU.01.01.03  

Rasio temuan BPK yang telah selesai 

ditindaklanjuti 

 

87,5% 

IKU.01.01.04 

Rasio temuan APIP yang telah selesai 

ditindaklanjuti  

 

80% 

 SS.01.02 

Meningkatnya mutu 

akuntabilitas pengelolaan   

keuangan daerah kota 

Bontang 

IKU.01.02.01 

Indeks opini BPK atas LKPD 

 

4 

(WTP) 

TS.02 

Meningkatkan 

kualitas tata kelola 

dan reformasi 

birokrasi Kota 

Bontang yang 

akuntabel, bersih dan 

efektif 

(The Quality of 

Governance and 

Bureaucratic 

Reform) 

SS.02.01 

Meningkatnya efektivitas 

pelaksanaan reformasi 

birokrasi di lingkungan 

pemerintah Kota Bontang 

IKU.02.01.01 

Indeks RB Kota Bontang 

 

B 

IKU.02.01.02 

Jumlah Perangkat Daerah pelayanan 

publik yang telah berpredikat ZI menuju 

WBK/WBBM 

 

1 PD 
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TUJUAN 

STRATEGIS SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

 SS.02.02 

Meningkatnya efektivitas 

pelaksanaan pencegahan dan 

pemberantasan korupsi Kota 

Bontang 

IK.02.02.01 

Rasio capaian AD PPK Kota Bontang 

dengan kategori  “Memuaskan” 

 

100% 

 SS.02.03 

Meningkatnya efektivitas 

penanganan kasus pengaduan 

masyarakat dan aparatur yang 

terbuka dan  responsif 

IKU.02.03.01 

Persentase kasus pengaduan masyarakat 

dan aparatur yang telah selesai 

ditindaklanjuti 

 

100% 

 SS.02.04 

Meningkatnya kualitas 

penerapan SPIP Kota Bontang 

IKU.02.04.01 

Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki 

tingkat maturitas SPIP pada level 3  

 

10 PD 

TS.03 

Meningkatkan 

kualitas tata kelola 

organisasi 

Inspektorat Daerah 

yang berintegritas, 

profesional dan 

modern  

(The Quality of 

Internal Audit 

Capability) 

Persepktif Proses Internal (Internal Business Process) 30% 

SS.03.01  

Meningkatnya mutu 

kapabilitas APIP Kota 

Bontang 

 

IK.03.01.01  

Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang 

 

Level 3  

IK.03.01.02  

Indeks kepuasan auditi atas kinerja 

pengawasan Inspektorat Daerah 

 

3 

 

IK.03.01.03 

Ketepatan perencanaan terhadap waktu 

proses pelaksanaan dan pelaporan 

pengawasan 

 

80% 

IK.03.01.04 

Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan 

Inspektorat Daerah 

 

>  84% 

 Persepktif Pembelajaran dan Pertumbuhan  (Learning and Growth) 20% 

 SS.03.02 

Meningkatnya kapasitas SDM 

yang profesional 

IK.03.02.01  

Tingkat efektifitas penerapan 

manajemen SDM Inspektorat Daerah 

 

 

Baik 

 

 SS.03.03 

Meningkatnya mutu 

kelembagaan dan 

ketatalaksanaan 

IK.03.03.01 

Tingkat kematangan manajemen risiko 

Inspektorat Daerah 

 

Level 3 

 SS.03.04 

Meningkatnya pemanfaatan 

teknologi informasi dan 

kualitas sarana prasarana 

dalam tata kelola organisasi  

IK.03.04.01  

Jumlah proses bisnis yang telah berbasis 

TIK   

 

Implem. 

60% 

 IK.03.04.02  

Jumlah utilitas aset kondisi baik 

 

100% 

  IK.03.04.03 (Indikator Kinerja Baru) 

Indeks kepuasan pegawai terhadap 

pelayanan internal perkantoran  

 

3 
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TUJUAN 

STRATEGIS SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

 Persepktif Keuangan  (Financial) 10% 

 SS.03.05 

Meningkatnya pengelolaan 

anggaran yang efektf 

 

IK.03.05.01  

Jumlah kegiatan utama pengawasan 

intern yang telah menerapkan anggaran 

responsif gender (ARG)  

 

100% 

 

 IK.03.05.02  

Persentase kinerja pelaksanaan anggaran  

Inspektorat Daerah 

 

80% 

 

 

 

Inspektorat Daerah tahun 2019 memuat 1 (satu) indikator 

kinerja baru yang tidak ditetapkan dalam Renstra 

Inspektorat Daerah tahun 2016-2021 pada sasaran 

strategis perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 

“Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan 

kualitas sarana dan prasarana dalam tata kelola 

organisasi”, yakni: 

1. IK.03.04.03 “Indeks kepuasan pegawai terhadap 

pelayanan internal perkantoran” 

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 

menunjukkan indikator kinerja IK.03.04.02  ”Jumlah 

utilitas aset kondisi baik” belum cukup untuk 

mengukur keberhasilan peningkatan kualitas sarana 

dan prasarana. Indikator kinerja IK.03.04.02 hanya 

mengukur sebatas pemanfaatan aset untuk 

mendukung operasional kantor saja sehingga perlu 

menambahkan 1 indikator kinerja lagi  yang dapat 

mengukur kepuasan pegawai terhadap kualitas sarana 

dan prasarana untuk pelayanan administrasi dan 

keuangan. 

 

Sama halnya dengan tahun 2018, Renja Inspektorat Daerah tahun 2019 terdiri dari: 

1. Renja Pengawasan Tahunan (RKPT)  memuat program dan kegiatan pembinaan dan 

pengawasan intern penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bontang  sebagai acuan 

penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2019. RKPT menjadi 

rencana aksi (renaksi) mencapai target sasaran strategis perspektif stakeholder dan 

internal business process. 

 

2. Renja Penunjang Pengawasan Tahunan (RKPPT) memuat program dan kegiatan 

operasional perkantoran secara rutin dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan 

kompetensi SDM.  RKPPT menjadi rencana aksi (renaksi) mencapai target sasaran 

strategis persepktif learning and growth dan financial. 

 

 

Peta strategis Inspektorat Daerah tahun 2019 disajikan pada Gambar 3.1. 

 

Tindak lanjut hasil hasil 
evaluasi pengukuran kinerja, 

Inspektorat Daerah 
menambah 1 (satu) indicator 

kinerja baru pada sasaran 
strategis perspektif 

pertumbuhan dan 
pembelajaran “Meningkatnya 

pemanfaatan teknologi 
informasi dan kualitas sarana 

dan prasarana dalam tata 
kelola organisasi” yakni 

“indeks kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan internal 

perkantoran” 
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Gambar 3.2 

Peta Strategis (Strategy Map) Inspektorat Daerah Tahun 2019 
 

VISI 
APIP yang Berintegritas Sebagai Katalisator Mewujudkan Kepemerintahan Kota Bontang yang 

Cerdas Ke Arah yang Lebih Baik  (Smart Governance for Better Government) 

MISI 
Menjamin Kualitas Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bontang  yang Taat, 

Akuntabel dan Efektif  (The Quality Achievements of Three Sustainable Urban Development 

Programs; Smart City, Green City and Creative City)  

TUJUAN 
2. Meningkatkan mutu akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah Kota Bontang (The Quality of Performance Accountability and  Financial 

Accountability) 

3. Meningkatkan kualitas tata kelola dan reformasi birokrasi Kota Bontang yang akuntabel, bersih 

dan efektif (The Quality of Governance and Bureaucratic Reform) 

4. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi Inspektorat Daerah yang berintegritas, profesional 

dan modern (The Quality of Internal Audit Capability) 
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KEUANGAN 

Meningkatnya mutu 

akuntabilitas kinerja 

penyelenggaraan 

urusan pemerintahan 

daerah 

Meningkatnya mutu 

akuntabilitas 

pengelolaan   keuangan 

daerah kota Bontang 

Meningkatnya 

efektivitas pelaksanaan 

reformasi birokrasi di 

lingkungan pemerintah 

Kota Bontang  

Meningkatnya efektivitas 

penanganan kasus 

pengaduan masyarakat 

dan aparatur yang 

terbuka dan  responsif  

 
Meningkatnya 

kualitas penerapan 

SPIP Kota Bontang 

Meningkatnya mutu kapabilitas 

APIP Kota Bontang 

Meningkatnya efektifitas 

pelaksanaan pencegahan 

dan pemberantasan 

korupsi Kota Bontang  

Meningkatnya 

kapasitas SDM yang 

profesional 
Meningkatnya 

pengelolaan anggaran 

yang efektf 
Meningkatnya pemanfaatan 

teknologi informasi dan 

kualitas sarana prasarana 

dalam tata kelola organisasi 

 

Meningkatnya mutu 

kelembagaan dan 

ketatalaksanaan 
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3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 
 

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2019 menjadi upaya  menjamin mutu 

(quality assurance) akuntabilitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota 

Bontang tahun 2019 yang memenuhi unsur ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah Kota Bontang yang cerdas (smart 

governance) sebagai bagian dari misi pembangunan daerah kota Bontang menjadi kota cerdas 

(smart city). Hasil analisa kebutuhan program dan kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2019 

tidak memiliki perbedaan dengan rancangan RKPD Kota Bontang tahun 2019, walaupun 

tidak sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2016-2021 dikarenakan keterbatasan 

anggaran Belanja Daerah. Namun demikian, hal tersebut tidak merubah substansi pencapaian 

sasaran strategis Inspektorat Daerah tahun 2019.  

 

Target kinerja fiskal Renja Inspektorat Daerah tahun 2019 adalah sebesar 

Rp3.261.991.400,00.  Program yang dirancang oleh Inspektorat Daerah tahun 2019 adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3.3 

Rincian Program Prioritas Inspektorat Daerah Tahun 2019 

 

 

 
 

 

 

  

RENCANA KERJA PENGAWASAN 
TAHUNAN (RKPT) 

Program Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan 

Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan KDH 

Program Pengintensifikasian 
Penanganan Pengaduan 

Masyarakat 

Program Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) 

RENCANA KERJA PENUNJANG 
PENGAWASAN TAHUNAN (RKPPT) 

Program Pelayanan Jasa 
Administrasi Perkantoran 

Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Program Peningkatan 
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa 

dan Aparat Pengawas 

Program Pembinaan dan 
Pengembangan Aparatur 
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BAB IV 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

 

Rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Daerah tahun 2019 sebagaimana pada Lampiran 1. 

 





LAMPIRAN 1

KOTA

NOMOR

TANGGAL

Tolok Ukur Target Jumlah Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9

0 1.286.615.400 1.470.000.000

0 0 1.286.615.400 1.470.000.000

0 0 1 Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 100% 988.315.400 931.000.000

0 0 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Inspektorat Daerah Kota 

Bontang

Jumlah surat keluar yang terkirim 50 Surat 750.000 APBD Kota Bontang 0 Inspektorat Daerah

0 0 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Inspektorat Daerah Kota 

Bontang

Jumlah pajak tahunan kendaraan 

dinas/operasional yang dibayarkan

21 unit 17.500.000 APBD Kota Bontang 20.000.000 Inspektorat Daerah

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Inspektorat Daerah Kota 

Bontang

Jumlah jenis ATK yang tersedia 47 jenis 86.128.000 APBD Kota Bontang 135.000.000 Inspektorat Daerah

0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Inspektorat Daerah Kota 

Bontang

Jumlah jenis bahan cetakan 9 jenis 73.845.000 APBD Kota Bontang 135.000.000 Inspektorat Daerah

0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Inspektorat Daerah Kota 

Bontang

Jumlah jenis peralatan kantor yang dilaksanakan 5 Jenis 458.570.000 APBD Kota Bontang 15.000.000 Inspektorat Daerah

0 0 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Inspektorat Daerah Kota 

Bontang

Jumlah jenis kebutuhan perlengkapan rumah 

tangga

3 jenis 1.480.000 APBD Kota Bontang 4.000.000 Inspektorat Daerah

0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Inspektorat Daerah Kota 

Bontang

Jumlah konsumsi tamu dan rapat kegiatan yang 

dipenuhi

12 kali bulan 85.054.400 APBD Kota Bontang 68.000.000 Inspektorat Daerah

0 0 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Inspektorat Daerah Kota 

Bontang

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi 

penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota 

Bontang dan urusan internal perkantoranyang 

diikuti

4 IP Provinsi 

Kaltim 

(Inspektorat 

Provinsi, 

Sekretariat 

Daerah 

Provinsi, BPK 

Perwakilan dan 

BPKP Per

220.388.000 APBD Kota Bontang 476.000.000 Inspektorat Daerah

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Inspektorat Daerah Kota 

Bontang

Jumlah pemenuhan kebutuhan tenaga 

administrasi non PNS

2 orang 44.600.000 APBD Kota Bontang 78.000.000 Inspektorat Daerah

0 0 2 Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana 

aparatur

100% 298.300.000 539.000.000

0 0 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Inspektorat Daerah Kota 

Bontang

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 

mendapatkan pemeliharaan rutin

21 unit 263.400.000 APBD Kota Bontang 509.000.000 Inspektorat Daerah

0 0 2 52 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Inspektorat Daerah Kota 

Bontang

Jumlah jenis peralatan yang mendapatkan 

pemeliharaan rutin sesuai standar

5 jenis 34.900.000 APBD Kota Bontang 30.000.000 Inspektorat Daerah

Prakiraan Pagu 

Tahun 2020
Lokasi

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

: BONTANG

: --

: 16 / 07 / 2018

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG

Kode
Keluaran Kegiatan Pagu Anggaran

SKPD

1

NON URUSAN

URUSAN NON BIDANG

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR



LAMPIRAN 1

Tolok Ukur Target Jumlah Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9

Prakiraan Pagu 

Tahun 2020
Lokasi

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan
Kode

Keluaran Kegiatan Pagu Anggaran
SKPD

1

1 1.975.376.000 2.265.100.000

1 25 1.975.376.000 2.265.100.000

1 25 35 Capaian keberhasilan sasaran RAD PPK Kota 

Bontang dengan predikat â€œMemuaskanâ€•

100% 941.036.000 1.256.000.000

1 25 35 15 Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-

Undangan

Kota Bontang Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Saber 

Pungli Kota Bontang yang diselesaikan

12 laporan 247.936.000 APBD Kota Bontang 20.000.000 Inspektorat Daerah

1 25 35 1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Kota Bontang Jumlah pengawasan teknis dan pengawasan 

Perangkat Daerah yang diselesaikan

231 OP 693.100.000 APBD Kota Bontang 1.236.000.000 Inspektorat Daerah

1 25 36 Persentase APIP yang memenuhi Standar 

Kompetensi yang dipersyaratkan

100% 931.740.000 272.000.000

1 25 36 1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur 

pengawasan

Inspektorat Daerah Kota 

Bontang

Jumlah pegawai Inspektorat yang mengikuti diklat 

substantif dan penjenjangan

11 orang 931.740.000 APBD Kota Bontang 272.000.000 Inspektorat Daerah

1 25 38 Persentase kasus pengaduan masyarakat 

yang telah selesai ditindaklanjuti

100% 23.000.000 201.100.000

1 25 38 2 Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang Kota Bontang Jumlah penyelesaian pemeriksaan kasus 

pengaduan masyarakat

3 kasus 23.000.000 APBD Kota Bontang 201.100.000 Inspektorat Daerah

1 25 49 Persentase penyelesaian penilaian angka 

kredit JF APIP secara tepat waktu

100% 20.800.000 272.000.000

1 25 49 76 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah Kota 

Bontang

Jumlah penyelesaian penilaian angka kredit 

Jabatan Fungsional Tertentu

22 JFT 20.800.000 APBD Kota Bontang 272.000.000 Inspektorat Daerah

1 25 58 Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang level 3 58.800.000 264.000.000

1 25 58 4 Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP Kota Bontang Jumlah penilaian maturitas SPIP perangkat 

daerah Kota Bontang yang diselesaikan

10 PD 58.800.000 APBD Kota Bontang 264.000.000 Inspektorat Daerah

3.261.991.400 3.735.100.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

TOTAL PAGU Inspektorat Daerah KOTA BONTANG

URUSAN WAJIB

URUSAN PENUNJANG

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN 

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA 

PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN 

MASYARAKAT



RENCANA KINERJA TAHUNAN (ANNUAL PERFORMANCE PLAN) INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 
 
 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

RENCANA KERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN 

Persepktif pengguna layanan (Stakeholders) 

SS.01.01  

Meningkatnya mutu 

akuntabilitas kinerja 

penyelenggaraan 

urusan pemerintahan 

daerah 

IKU.01.01.01  

Indeks rata-rata 

akuntabilitas 

penyelenggaraan 

urusan pemerintahan 

daerah  

 

3 

(Skor B) 

Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan 

Internal dan 

Pengendalaian 

Pelaksanaan 

Kebijakan KDH 

Pelaksanaan Pengawasan 

Internal Secara Berkala 

Jumlah pengawasan teknis 

dan pengawasan Perangkat 

Daerah yang diselesaikan 

231 OPD 693.100.000,00 

 IKU.01.01.02 

Indeks rata-rata  

akuntabilitas kinerja 

Perangkat Daerah 

 

3 

(Skor B) 

 Peningkatan Pengawasan 

dan Penilaian 

Akuntabilitas Kinerja 

(Non Bugdegting) 

Jumlah LHE SAKIP OPD 

yang diterbitkan 

29 LHE 0,00 

 IKU.01.01.03  

Rasio temuan BPK 

yang telah selesai 

ditindaklanjuti 

 

87,5% 

 Rekonsiliasi Temuan Hasil 

Pemeriksaan 

(Non Bugdegting) 

Jumlah laporan TLRHP BPK 

RI semesteran yang 

diterbitkan 

2 laporan 0,00 

 IKU.01.01.04 

Rasio temuan APIP 

yang telah selesai 

ditindaklanjuti  

 

80% 

 Tindak lanjut Hasil 

Temuan Pengawasan 

(Non Bugdegting) 

Jumlah laporan pemuktahiran 

data TLHP APIP semesteran 

yang diselesaikan 

2 laporan 0,00 

SS.01.02 

Meningkatnya mutu 

akuntabilitas 

pengelolaan   keuangan 

daerah kota Bontang 

IKU.01.02.01 

Indeks opini BPK atas 

LKPD 

 

4 

(WTP) 

Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan 

Internal dan 

Pengendalaian 

Pelaksanaan 

Kebijakan KDH 

 

Implementasi Sistem 

Akuntansi Pemerintahan 

(Non Bugdegting) 

Jumlah LHR LKPD Kota 

Bontang yang diselesaikan 

1 LHR 0,00 



SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

RENCANA KERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN 

SS.02.01 

Meningkatnya 

efektivitas pelaksanaan 

reformasi birokrasi di 

lingkungan pemerintah 

Kota Bontang 

IKU.02.01.01 

Indeks RB Kota 

Bontang 

 

B 

Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan 

Internal dan 

Pengendalaian 

Pelaksanaan 

Kebijakan KDH 

Monitoring Penilaian 

Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi Kota 

Bontang 

(Non Bugdegting) 

Jumlah LHM PMRB Kota 

Bontang  yang diselesaikan 

1 LHM 0,00 

 IKU.02.01.02 

Jumlah Perangkat 

Daerah pelayanan 

publik yang telah 

berpredikat ZI menuju 

WBK/WBBM 

 

1 PD 

 Monitoring Penilaian 

Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi Kota 

Bontang 

(Non Bugdegting) 

Jumlah LHM pembentukan ZI 

menuju WBK/WBBM yang 

telah diselesaikan 

5 LHM 0,00 

SS.02.02 

Meningkatnya 

efektivitas pelaksanaan 

pencegahan dan 

pemberantasan korupsi 

Kota Bontang 

IK.02.02.01 

Rasio capaian AD PPK 

Kota Bontang dengan 

kategori  

“Memuaskan” 

 

100% 

Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan 

Internal dan 

Pengendalaian 

Pelaksanaan 

Kebijakan KDH 

Optimalisasi Peningkatan 

Kepatuhan Pada Peraturan 

Perundang-Undangan 

Jumlah laporan pelaksanaan 

kegiatan Saber Pungli Kota 

Bontang yang diselesaikan 

12 laporan 247.936.000,00 

SS.02.03 

Meningkatnya 

efektivitas penanganan 

kasus pengaduan 

masyarakat dan 

aparatur yang terbuka 

dan  responsif 

IKU.02.03.01 

Persentase kasus 

pengaduan masyarakat 

dan aparatur yang telah 

selesai ditindaklanjuti 

 

100% 

Program 

Pengintensifikasian 

Penanganan 

Pengaduan 

Masyarakat 

Penanganan Kasus 

Pengaduan Masyarakat 

Kota Bontang 

 

Jumlah penyelesaian 

pemeriksaan kasus pengaduan 

masyarakat 

3 kasus 23.000.000,00 

SS.02.04 

Meningkatnya kualitas 

penerapan SPIP Kota 

Bontang 

IKU.02.04.01 

Jumlah Perangkat 

Daerah yang memiliki 

tingkat maturitas SPIP  

level 3  

 

10 PD 

Program 

Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah 

Monitoring dan Evaluasi 

Implementasi SPIP 

Jumlah penilaian maturitas 

SPIP perangkat daerah Kota 

Bontang yang diselesaikan 

10 OPD 58.800.000,00 



SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

RENCANA KERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN 

Persepktif Proses Internal (Internal Business Process) 

SS.03.01  

Meningkatnya mutu 

kapabilitas APIP Kota 

Bontang 

IK.03.01.01  

Tingkat kapabilitas 

APIP Kota Bontang 

 

Level 3  

 

 Kegiatan Non Bugdegting Penilaian mandiri (self 

assesment) kapabilitas APIP 

(Peningkatan kapabilitas 

APIP) 

1 OP 0,00 

 IK.03.01.02  

Indeks kepuasan auditi 

atas kinerja 

pengawasan 

Inspektorat Daerah 

 

3  

 

 Kegiatan Non Bugdegting Jumlah laporan hasil survey 

kepuasan auditi 

1 laporan 0,00 

 IK.03.01.03 

Ketepatan perencanaan 

terhadap waktu proses 

pelaksanaan dan 

pelaporan pengawasan 

 

70% 

 Kegiatan Non Bugdegting Jumlah laporan telaahan 

sejawat internal (Quality 

Assurance) 

1 laporan 0,00 

 IK.03.01.04 

Nilai rata-rata 

keberhasilan kegiatan 

Inspektorat Daerah 

 

>  84% 

 Kegiatan Non Bugdegting Jumlah laporan hasil 

monitoring pelaksanaan Renja 

Inspektorat Daerah triwulan 

4 laporan 0,00 

Persepktif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth) 

SS.03.02 

Meningkatnya 

kapasitas SDM yang 

profesional 

IK.03.02.01  

Indeks Profesionalitas 

ASN Inspektorat 

Daerah 

 

Baik 

Program Peningkatan 

Profesionalisme 

Tenaga Pemeriksa 

dan Aparatur 

Pengawasan 

Pelatihan pengembangan 

tenaga pemeriksa dan 

aparatur pengawasan 

Jumlah pegawai Inspektorat 

yang mengikuti diklat 

substantif dan penjenjangan 

41 APIP 931.740.000,00 

   Program Pembinaan  

dan Pengembangan 

Aparatur 

Penilaian Angka Kredit 

Jabatan Fungsional 

Jumlah penyelesaian penilaian 

angka kredit Jabatan 

Fungsional Tertentu 

22 JFT 20.800.000,00 



SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

RENCANA KERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN 

SS.03.03 

Meningkatnya mutu 

kelembagaan dan 

ketatalaksanaan 

IK.03.03.01 

Tingkat kematangan 

manajemen risiko 

Inspektorat Daerah 

 

Level 3 

 Kegiatan Non Bugdegting Jumlah laporan penilaian 

risiko kegiatan Inspektorat 

Daerah 

1 laporan 0,00 

SS.03.04 

Meningkatnya 

pemanfaatan teknologi 

informasi dan kualitas 

sarana prasarana dalam 

tata kelola organisasi 

IK.03.04.01  

Jumlah proses bisnis 

yang telah berbasis 

TIK   

 

Implen 

60% 

 Kegiatan Non Bugdegting Jumlah laporan hasil evaluasi 

penerapan e-Goverment 

Inspektorat Daerah 

1 laporan 0,00 

IK.03.04.02  

Jumlah utilitas aset 

kondisi baik 

 

100% 

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional 

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional yang 

mendapatkan pemeliharaan 

rutin 

21 unit 263.400.000,00 

    Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 

Jumlah jenis peralatan yang 

mendapatkan pemeliharaan 

rutin sesuai standar 

5 jenis 34.900.000,00 

 IK.03.04.03  

Indeks kepuasan 

pegawai terhadap 

pelayanan internal 

perkantoran  

 

3 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

Jumlah surat keluar yang 

terkirim 

50 Surat 750.000,00 

   Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

Jumlah pajak tahunan 

kendaraan dinas/operasional 

yang dibayarkan 

21 unit 17.500.000,00 

    Penyediaan Alat Tulis 

Kantor 

Jumlah jenis ATK yang 

tersedia 

47 jenis 86.128.000 

    Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah jenis bahan cetakan 

 

9 jenis 73.845.000,00 

 




